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pomogmﬁ, yanrg. terutama. dikaitkan dengan’
keterlibaton remujo: “dalam: peygazdan bebas.
szfakarz preventif: zmm& memberantas: pw-*=
nografi memang. gencar difakukan apamr an-
tara lgin, perggerebegan dan rada terhadap
pelakunya. Masalahnya, sangat sedikis pela-
kunya dwjukan ke pengadilan, epalagi dyatufu" \
hukuman yang berat. Mzsafnya, sepanjang lo-
hun 1980 sampai 1993, hanya 12 kasus por-
nagmﬁ (nelanggar pami 282 KUHP) yang di-
ajukanke pengadzfmz Hukuman yang dijatuh-
ken pun tidok mampu membuat jera pela-

kunya e T Dy e Pt

Masajah pomocrraﬁ tetap men_;adi masalah yang menarik unmk dnbnca—_
rakan sampai-saat:ini. Banyak kalangan menilai berbagaz bentuk pornografi
telah :mulai. mewabah kembali di berbagai tempat. Hal yang menjadi perbe-
daan adalah mengenai- definisi pornografi-ite sendiri. :Sementara ‘itu per-:
debatan j juga muncul;:apakah ada kaitan antara pornografi- dengan mening-:
katnya.kejahatan iain, serta. cukuplah pengaturan masalah ini-dalam: hukum‘
pidana kita. Inilah diantara berbagal hai yang akan penuhs kemukakan dalam;
tulisan ini. i e L TR Fren

Bei’:msz

Kalau kita mencari deﬁm51 pomograﬁ maka akan kita dapatz berbagaa-
perumusan yang berbeda-beda. Istilah pornografi berasal dari kata " ‘pornog-’
raphic” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu porrographs (porne=pelacur,”
dan:graphein=tulisan atau lukisan, jadi. tuiisan atau fukisan:tentang pelacur;
atau  suaty deksrinsi dari perbuatan nara. nelacis)  Darnaoras ind. kadam g
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atau ”1ascxv10us (yang menimbutkan nafsu birahi/gairah). Istilah “"obscence"
sendiri berasat:dari bahasa Latm Ob (melawan, sebelum) dan cagnum (keme~
‘suman, cabul, porno), atay mungkin berasal dari obscena (offstage). Dalam
pertunjukan teater: Romawi, ‘bagian-bagian yang cabul dan vulgar dari per--
‘funjukan ita mengambd tempat di iuar- panggung, di luar tatapan tetapi dapat
_ didencrar igh pe njung (Adler, 199). : -
' ia Britanica disebutkan: bahwa _pornography: adal'
erotic; ::f'ibeh_aviouri; sagvin? :b_ook,-'z'picture', or ._ifi
xticement” (suatu pengungkapan atay tingkah-Taku:
am bukn-buku,*gambar-gambar,; dalam ﬁim~ﬁ1m,- '
enimbulkan kegairahan seksual), - ‘. &
tkakan oleh suatn Komite dari- Pdriemen Inggems‘
erafi adalah:«"A pornografic: Tepresentation com-=:
has a ertain-or. intention;“10: aouse its audience.
rain:-content,’ exphc:t represmtat;on of sexual'ﬁ"
ns, postures, activity,setc)". - : s =
as t:dak mengindikasikan sesuatu hd! ydng, berbahaya dan ;
jauh;: pornoaraﬁ mungkin‘dibutahkan ketika seorang psis
paszennya yang ‘menderita- impotensi. Konsekuensmya :
akan melangkah jika pornografi ditunjukkan atan didistribusic
kan dengan suatu cara yang diperhitungkan dapat menghasilkan suatu’ ba-
haya. Menurut sejarahnya, bahaya tersebut dilihat sebaga dampak negatif
pada moral masyarakat, khususnya anak-anak: Lebih jauh, adalah’ ‘pendirian
yang diambil oleh banyak negara-dan masyarakat-pada abad sembilan belas,:
~Menurut Marra Lanot ada- tiga definisi dari pornografi’: Pertama, adalah”
def inisi: pornograﬁ dari-sudut pandang konservatif.-Orang-orang yang setuju
dengan. pandangan-ini - menganggap semua penggambaran: telanjang -adalah
pornografi. ‘Kedua, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan libe-
ral. Biasanya’ dldukung oleh para penulis dan'seniman yang mielakukan visua-:
lisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka’
pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari
seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita
tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita. Ketiga, adalah definisi
yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 70-an dan 80-an.
Bagi para feminis, ketelanjangan adalah:sesuaty yang biasa saja sepanjang
hal:itu berada-dalam konteks keindahan dan merupakan saty kesatuan arti:
Bagi feminis-pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar-
dari -perilaku. seksnal ‘yang “merendahkan atau ‘kasar dari ‘sat afau lebih’

alalr o Qalmmivrtmere 311 ml oo Lemin Tom e e mnmn i ol w Bt 5 e e iy w o g saiida
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ditlmpakan kepada perempuan.dan anak-anak.-Pornografi berkaitan dengan' '

hak asasi dan aspek-aspek sosial; politik,: serta.ekonomi. Pornografi adalah.
saIah atu, bentuk...pelanggaraa ak—hak asasx:--kaum perempuan (Purnaml-:.

Menu.mt Wijono Prod ;odxkoro termasuk Juga dalam pornograﬁ ini: gam-'

bar atau barang pada-umumnya’yang. berasz atau ‘menggambarkan: sesuatu'

' yang menymggung-,rasa susila dari orang yang. membaca atau’melihatnya,
Termasuk di dalamnya ‘bukan saja: ‘ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan -
dan’ cium-ciuman: yang- berdaya memmbuikan nafsu b1rah1 antara: pna dan_ :

wanita. (Hamzah 1987). : ‘

Saat ini disinyalir. banyak beredar gambar—gambar porno yang d:jajakan;
di-toko-toko buku, ada yang berbentuk: kartu:domino, kalender, film, gan-
tungan kunci, korek:api dan: $ebagainya. Jika dilihat rumusan-di:atas maka
ini pun termasik: dalam: kategori pornografinya Wirjono. Definisi ini menus
rut Andi Hamzah,:lebih.sesuai dengan-keadaan Indonesia, karena dengan
peluk-pelukan: dan cium-cinman ‘sudah digolongkan ‘sebagai menimbulkan
nafsu-birahi; yang mungkin di negeri barat belum demikian, Menurut penu-
lis, perlu-ditambahkan bahwa hal itu dapat menimbulkan rangsangan tidak
saja antara pria-dap wanita; tetapi -bisa juga antara sesama jenis-kelalim.
Sebab banyak juga film yang memperlihatkan adegan seksual sesama jenig
kelamin.

* Departemen Peneranganjuga lebih menyesuaikan definisi pornografi ini
dengan kepribadian Indonesia; dengan menyebutkan bahwa pornograﬁ adalah
penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:: e 2

1. »mempermainkan selera-rendah: masyarakat denﬂan semata—mata menon—;__

. jolkan masalah:sex dan: kemaks:atan
2. bertentangan dengan: - g ¥R AR
+kaidah-kaidah moral dan tata susaia kesopanan
wkode etik jurnalistik;: - s e e
wdjaran-ajarantagama. yang merupakan prxma causa: dl Indonema dan
kemanusman yang adii dan beradab SR A ST

Q-O O“N

Berbeda dengan deﬁnlsx yang lam deﬁmm d1 tas Cll sampmﬂ ieblh ter-
perinci dan berkaitan dengan segi 3umahst1k juga memasukan unsur agama,

Pomograi' dan Perslaku Krnmmai :

Setelah membahas beberapa deﬁmsx pornograﬂ YaNT beragam i, kxta :
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heb eaksi itu d -antaranya berupa penurunan poster-poster ﬁlm yangif_f'-
' merangsang, dan permintaan:melarang: film-film sejenis. “Dalam hal ini -
masyarakat umum memandang adanya korelasn erat.antara halzhal pornog-"-
raﬁs dengan. penlaku kriminal, khususnya di'bidang seksual.: &
/. Bertentangan dengan pandancan tadi; setelah menganalisa berbagaa studl. :
dx Amenka Serikat, suatukomisi’ tentang pornografi dari kantor. Kejaksaan=9 :
Agung di Amerika Serikat. (pada tahun:1986) menyimpulkan bahwa: -
: ’Empmcal research deszgned toclarify the ‘question has found: no' '
,iewderzce 10, date. that-exposure. to explicit sexual -materials: plays a::
-szgmﬁcant role inthe causations of delinquent. or.criminal behaviou
.among. yourh ‘or:adults. The commission cannot conclude that expo-. !
“wi8lre or erotic materzals isa factor in the causanon of sex crzmes or -Z £
oS EK del"zquency b Aty g R i

= Yang patut kita'cermati.dari kesimpulan tersebut adalah bahwa studa 1tu
dslakukau ‘dengan latar: belakang sosial, ‘budaya dan -agama vang:berbeda.
dengan situasi di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu,di-Indonesia juga:
pernah dilakukan suatu penelitian tentang bahaya:pornografi terutama: bagi
kaum remaja, hal itu diungkap oleh Ninuk Widyantoro sebaga;mana dlkut:p
oleh Andi Hamzah, sebagai berikut: (Hamzah, 1987) - : .
"Dari interview dengan para kasus {(sic), diperoleh keterangan bahw-
wa film-film pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi;
| gambar-gambar dan lain-lain mempunyai andil yang cukup besar un-
tuk terjadinya hubungan seks tersebut; namun tanpa disertai penge-
tahuan yang cukup mengenai proses tegvadmya kehamzlan, cara pen—
;s cegahan dan sebagamya F R LT TR

Betapa bahayanya pornograﬁ dalam mendorong goiongan remaja untuk
melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai kepada perkosaan, dibukti-
kan selain dalam kasus di Bogor yang telah disebut, juga oleh kasus pemer-
kosaan mahasiswi kedokteran gigi di Jakarta oleh pembantunya yang masih
muda. perbuatan tercebutdilalnikan cecaarcatelal famhacra Rl dan ame
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korhan tersgbut. Peristiwa lainnya-menimpa-seorang - gadis -cilik sembilan
tahun, kelas txgasekoiah dasar di Batangangkala, Tapanuli Selatan, Sumatera
Utara, yang diperkosa lima bocah berusia belasan tahun. Mereka mengakui
suka menonton film dari televisi berparabola yang sering menampilkan ade-
gan panas.

Masih mengenai bahaya pornografi, dr.- Wahjadi Darmabrata, pengajar
psﬂuam Kehakiman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan
bahwa, khususnya bagi usia pra remaja ‘dan remaja‘yang berkarakteristik
ingin. tahn dan mencoba; perkenalan dengan hal yang pornografis akan men-
dorong mereka untuk mencoba aktivitas seksual yang belum ia pahami resiko
bagidirinya maupun bagi:pihak lain. Ditambahkannya bahwa, penayangan
pornografi "pada saat yang tepat” ‘dapat membangkitkan gairah seksual yang
meningkat dan menurut penyaluran segera, tetapi'sering sulit dilaksanakan
Apabila mekanisme sensor lemah;: penyaluran dilaksanakan tanpa memikir-
kan resiko bagi :dirinya maupun bagi orang lain, Violent pornografi (per-
nografi.dengan kekerasan) merupakan perangsang yang kuat bagi peneri-
manya, yang apabila- dilaksanakan akan dapat. mengaklbatkan pelecehan
seksuai yang berdampak berat (Darmabrata, 1994). ' -

~+Dari uraian - di‘atas terlihat adanya kaitan ‘antara pornografi dengan
perxiaku kriminal, meskipun .ada juga yang menolak kaitan itu, Betapapun
dengan atau tanpa dampak langsung pada- perilaku kriminal, pornografi it:
sendiri sudah merupakan-sesuatu yang ditentang oleh ‘Agama, yang merupa—
kan pedoman bagi-manusia, Selain itu juga dxang ap merendahkan wamta
dan melanggar -norma-norma lainnya. - g -

+:Meskipun demikian sering dlkemukakan juga adanya pengecualian yaitu
baﬁ’l tulisan; gambar, patung;-atau film yang menurut ukuran umum bersifat
porno, tetapi tidak-demikian jika dibuat untuk bidang ilmiah, misalnya untuk
tujuan medis atau pendidikan, contohnya suatu-buku mengenai organ tubuh
manusia-yang- 'menjelaskan penyakit kelamin/AIDS: Juga untuk bidang seni
dan olah raga. Ada juga yang berpendapat termasuk humor di dalam penge-
cualian itu.

Meskipun dem;klan kekecuahan yang dlkemukakan di atas tldak sepe-
nultnya bisa diterima. Reaksi masyarakat sering keras meski kasusnya sendiri
akhirnya tidak sampai s:dang pengadilan. Contoh yang demikian misalnya
terjadi pada buku mengenai pendidikan yang berjudul Adik Baru, karya seo-
rang pakar. pendidikan Prof. Conny Semiawan yang diprotes keras masya-
rakat dan akhirnya dihentikan peredarannya. Selain itu pernah juga terjadi
sebuah acara televisi yaitu senam dengan kostum yang juga dirasakan meng-
ganggu rasa . susila smasyarakas. dihentikan siarannva., Bara-baru ini iuga
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telanjang seorang wanita. Oleh pembuatnya buku tersebut dikatakari memiliki
nilaiiseni dan’ kemdahan yang: tmggi tetapl masyarakat tetap tldak menenma_
kekecuahanix R om0 SR Gt

.-Pornografi dan fﬁukum Pldana

ntukemenangguiangi masalah pornografi ini; darl aspek hukum ada Un—
dang-undang No:4/PNPS/1963, tentang pengamanan terhadap barang cetak=
an;-yang-isinya. dapat mengganggu ketertiban umum.+Di dalam pasal - dije-
laskan bahwa "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk meiarang beredarnya
barammbaranc cetakan yang mengganggu ketertiban umum". Penjelasan ter=
hadap pasal tersebut berbunyi:bahwa:pengertian "mengganggu ketertiban
umum’ tulisan dan gambar-gambar yang merugikanakhlakdan menun}ukkan
percabuian adalah-contoh jenis lain dari-pengertian tersebut. - &
«Berdasarkan:wewenang.. kejaksaan sebagaimana- diatur dalam undang—'
undang tersebut jo. pasal: 27, -ayat {3¢) Undang-undang No. 5 Tahun 1991
mengenai pengamanan terhadap barang: cetakan . yang isinya dapat meng-
ganggn ketertiban . umum imaka: kejaksaan telah berusaha. secara maksimal
mengadakan. pengawasan- terhadap setiap barang-cetakan baik -dari dalam
maupun dari luar negeri, hal itu; antara:lain- dzlakukan dengan menyita dan
melarang .beredar sejumlah - ma_;a!ah porno. dari Iuar negeri-seperti: Club;
Beaver, Husiler, Penthouse, ‘Book. Stop-Magazine, Play Boy, Candy: dan
Pornorag. Selain itu juga disita dan dilarang video kaset seperti Porky’s;
Emmanuel, Finishing :.School,: Ananda dan lain-lain. Termasuk juga Laser
Disc-Competition, -The young like - it, dan ‘Hot-Blooded. Beberapa audio
cassete dari penyanyi. quonesm juga dilarang. Selain-itu ada benda-benda_
yang juga dilarang seperti alat kelamin plastik (Suandha, 1994). ;
Bagaamanakah penﬂaturannya daiam KUHP" Pada pasai 282 dlsebutkan
Pasal 282.(1): o i
Barang szapa yang menyzarkan mempertunjukan Lepada umum atay -
- menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukan kepada wmum atau
. ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negéri, mengirim terus- -+
- .-di.dalam negeri, mengeluarkan dari dalam negeri atau menyimpan, -
-+atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, meng-- +:
. -warkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukan bahwa boleh -
~- didapat; tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang .-
" yang-dikenalnya, melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila) ==
o dihukiemdenean hukuman nenjiora selama-lamamea soar tabin eramt i



‘menawarkan tida __..citas pennmtaa_ orang, arau menunjukan bahwa . -
bolek didapat: tulisan, gambar atau-barang yang melanggar-kesu-
silaan, jika ia terus-dapar. menyanglca ‘bahwa tulisan; gambar atan |
‘barang itu melanggarkesust!aan (menyinggung rasa susila), dihulum
‘. dengan hulaiman penjara; selama-lamanya sembzlan bulan atau denda '
' '=f fsebanyak-banyabzya 15 kaiz Izma nbu rupzah T S SR

Pasai 282 (3}

Kolau melakukan kejahatan tersebut dolam ayat pertama itu dyad;- Y

it kamya pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatubkan hukuman penjara
selama-iamanya dua tahun delapan bu!an amu denda sebarzyak~ba~_
nya]mya 15 Mlt {zma r:bu rupzah - :

Pasai 283 dlatur sebaaaa benkut eollhaRs

Dzhukmn dengan hukaman ‘penjara selamaulamanya sembdan bulan
. gtandenda: sebanyak-banyaknya 15 kali enam rarus mpzah ‘harang-
= isiapa- menawarkan ateu memberikan ‘untuk selamanya atau untuk

sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik sesuatu tulisan,
o+ gambar- atau:benda yang ‘melanggar kesusilaan, maupun alat untuk
= :rmenggugurkan kandungan,-kepada orang-di bawah umuryang dike-
= tahuinya atau patut-disangkanya, bahwa orang it belum ‘mencapai
umur tujuh belas tahun, kalaw isi: fulzsan ztu atai: gambar barang
gmu aiat n‘u dl,{e[ahumya FR S R AR ARSI SR R A SOATRNS I

.:'Barang szapa yang membacal.alz isi ruizsan yang: melanggar Aesusz«
v oan, Jika yang ‘demildan it diketahuinya, “dihadapan orang -di
<-hawah wnur dzma&sudﬁ.an dalam ayar yang Ialu dlhukam dengan hu—
s krnan dhe in e y B
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Pasal 283 (3) . T T (P P R
Dihukum dengarz fzukwman penjara selama~1amanya empat bulan
atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atay denda sebanyak:ba=:

nyaknya 15 kali- ‘enam-ratus rupiah, barangsiapa-menawarken atau. -

] - elaz_nanya arau: sementaray menyemhkan atau’
ulisan;, gambar atau bamng yang melanggar.
upLn ala untuk: mencegafz atau anenggugurkan kanw-_
ada orang di-bawah umur dimaksudkan: dalam ayat per-
ta:?_z kaia harus dapat menyangka, bahwa tulisan it gambar-ity.
atau: barang itu-melanggar kesusilaan. {me:zymggung rasa -susilaj)
aiay. ala_ it miah alar; mzmk mencegah ataumerusak Landungarz

Sebagaz perbandmgan dalam rangka mengantisipasx ke_;ahatan ini; rnaka
dalam rancangan KUHP secara jelas tercantum dalam Bab XIV: tentang Tin-
dak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di Muka Umum dlatur
dalam: ok
Pasal14.02 (282.ayat 1 KUHP); R : . i
1) szza’ana dengan pidana penjara palmg iama sam tahwz atau denda pa-

ling banyok Kategori IIl.

ke-1  barang siapa menyzarkan mempenwyukkan atau menempelkan

sehingga kelihatan oleh umum, tulisan, gambar atau benda arau
memperdengarkan rekaman sehingga kedengaran. oleh umum
Yang isinya melanggar kesusilaan;
ke-2  barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atai
wo vditempelkan sehingga kelihatan oleh umum atau dengan maksud
oo cumukdiperdengarkansehingga kedengaran oleh umum, membuat
<o tulisan, gambar, benda atau rekaman tersebut atay mempunyai
-.+.dalam persediaan yang isinya melanggar kesusilaan,
ke-3. . - barang siapa secara terang-terangan atau dengan kehendaknya
“w Sendiri. mengedarkan, menawarkan atau menunjuk tulisan atau
- gambar;. benda atau rekaman sebagaz dapat dtperoleh yang isi-
oo mya-melanggar kesusilaan.

2) Barang siapa melakukan perbuatan-perbuamn :ersebur dalam ayat ] di
atas dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda
paling banyak kategori 111, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga
bahwatulisan, gambar, benda-atou rekaman itu melanggar kesusilaan.

3) Jika yang bersalak melakukan perbuctan- -perbuatan tersebut dalam ayar
{1)di atas sebagaimana mata pencaharian atau kebiasaan, dapat dikena-
kan pvidana peniara poline lama dua tabun aton denda naline -Bamval
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Apabﬂa dibandingkan-dengan rumusan:lama pasal-282:KUHP maka Tu
musan haru. tersebut tidak lagi ada unsur. memasukan:ke.dalam negeri

dan mengeluarkan dari daiam negeri, padahal ini penting untuk pencegahan

dari pada terlanjur masuk ke Indonesia kemudian beredar. Bagaimana dengan

pidananya? Pada rancangan ancaman pidananya adalah maksimum satu tahun
sedangkan pada pasal 282 KUHP ancamannya safu tahun enam bulan. Se-
dangkankalan tindak pidana itu dilakukan sebagai mata-pencaharian, ancam-

“an pidana yang -dalam pasal 282 KUHP adalah dua tahtn delapan bulan,
dalam rancangan menjadi paling lama dua tahun saja.

72 Peritbahan di atas dapat menimbulkan‘tanda tanya, apakah- mla; dan nor:
maryang menyanglut seksualitas menurut pandangan pria anggdta Tim Pe-
rancang KUHP sekarang ini sudah berubah ke arah lebih longgar. ‘Apakah
perkembangan teknologi informasi dan grafika yang pesat telah membentuk
konstruksiopini yang: tersosialisasi mengenai standar kesusilaan, sehingga
reaksi masyarakat terhadap pornografi cenderung dipengamhl oleh konstruksi
opini tersebut; dan perkermbangan nilai dan‘norma yang menyangkut seksua-
litas yang berubah cepat, sehingga produk industri yang menghasilkan por-
nografi tidak-lagh dzhadapx oleh resistensi moral yang kuat dari masyarakat,
melainkan dipandang’ sebaﬂaa bisnis yang sah;’sementara’ sajian pornografis
cenderung dihadapi dengan reaksi sosial yang lemah, karena adanya'keserba-
bolehan dan toleransi masyarakat. Apakah ini telah dipertimbangkan dan
dijadikan’ alasan’tim 'perancang untuk mengendorkan kesenusan daiamt
menarigani masalah pornograii (Soetjlpte 19945 [

Tampaknya usaha-usaha untuk memberantas pornografi i ini masih sangat
kurang memadi. Meskipun sering terjadi penanggkapan, penggerebegan,
razia dan sebagainya terhadap pelakunya, namun dari data masih sedikic di-
ajukan ke pengadilan. Dari tahun 1980 s.d. 1993 hanya ada 12 kasus por-
nografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan dan di-
mintakan kasasi. Hukuman yang dijatuhkanpun tidak mampu membuat jera
pelakunya,

Memanv tidak mudah menanggulangi masalah ini mengingat perkem-
hanwan teknologi; reksi sosial. yanglemah, permisiveness; serta standar por-
no atau me!anggar susila itu sendiri-yang. seringkali tidak jelas ddn yang ter-
akhir ini bisa menimbulkan . keragu-raguan da am memndak pelaku
pomooraﬁ

- Mengakhiri tulisan ini; saya ingin menggarisbawahi pendapat Andi Ham-
zah bahwa dalam perumusan delik-delik kesusilaan di dalam KUHP nasional
mendatang, hendaknya diperhatikan norma-norma agama, vang jauh berbeda
dengan norma-norma di dalam KUHP vang berasal dari barat, Perlu pula
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itu perlu diperhatikan ‘dalam me'nlaa sesuatu’ Gambar i'i_nxhsan atau lukxsan
3°bagal pomo’ cabulsataukah. tidakio Cerine P

Arspumaml Sita. "Pornografi dalam Perspekﬂf Perempuan Makalah dalam
Semmar__ Pomograﬁ dalam . Perﬂaku Krlmmal Unwersnas Indonesm

Darmabrata Wah_]adl "Pengaruh Parnograﬁ terhadap sxkap dan peniaku'
Masyarakat" Makalah . dalam . Seminar Pornografi daiam Perﬂaku_
Knmmal,_Umversﬁas Indonesm Depok 11 Pebruari: 1994 ‘

SOeijlpi(},Adl ndogo.,.z___'iPomosraﬁ dan penegakkan Hukum Makalah.
«»dalam . .Seminar. Pornografi - ‘dalam.. Penlaku Krunmal Umversnas
Indonesia, Depok, 11 Pebruan 1994 Y e

Suwandha L N. "Pornografi dan per:laku Knmma} (Suatu tmjauan yundxs) :
Makalah dalam Seminar Pornograﬁ dalam Perilaku Knmmal Umversnas-
. Indonesia, Depok 11 Pebruari. 1994 y

msﬁeﬂmg g‘émheﬂw jangan sekalikali -
1nya, m m‘mg ng meﬁeﬁma @em‘bam
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. MAHKAMAHAGONG . - . .. .

Memeriléé;a péricéra psdanada!am péninjauan kembéh" telah menﬂ:&inb:l putusan

sebagai bepikut . dalam p»erkara p;dana Termohon pemn_;auan kembah/Pemohon
kasasﬂ?embandmgf’f erdakwa:

-+.Dr. Muchtar Pakpahan, SX—I MA tempat iahn' Slmalunoun umurftanggal 41
5 :;tahun/.’zl Desember:1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat

tinggal JI. Kayu Putih Selatan VI D No. 9. Jakaria Fimur, Agama Kristen, Pe-

. ‘Kerjaan Dosen pada. Universitas Kristen indonesia Jakaria Umversﬂas 17 Agus-
. tus Jakarta dan Advokat, '

Termohon peninjauan. kembah da!am perkam i berada di luar ta}zanan,
Mahkamah Agung tersebut; :

.-Membaca . surat .dakwaan.- Jaksa . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di

Medan yancr berbunyl sebaga: berikut:

Kesatu;.

‘Bahwa ia ferdakwa Dr, Muchtar Pakpahan SH.MA baik selaku pribadi atau da-

.-1am kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan: Pengurus Pusat Seri-
- -.;._-kat Buruh Sejahtera Indonesia. (DPP..SBSI), sejak tanggal 9. .April 1993 sampai
- :dengan tanggal 14 April 1993, atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam
- tahun 1993 dan tahun 1994 telah melalukan beberapa perbuatan yang ada hubu-
- ngannya sedemikian rupa sshingga harus dipandang szbagai satu perbuatan ber-

lanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta, ataw setidak-ti-
daknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,

;1 atan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berda-
-.8arkan pasal 84 ayat (2) KUHP, di muka.umum dengan lisan atau dengan tulisan
. - menghasut supaya melakukan. -perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap
. Penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun pe-
. rintah jabatan. -yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undane, Ranekaian
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kut Ketua, Soniman Lafao selakn Wakil Ketua, Riswan Lubis selaku Sekre-
taris dan Fatiwanolo Zega'seiaku Wakil Sekvetaris DPC SBSI Medan, yang
merupakan akiifis pekerja bérmasalah,: vakni telah pernah mengalami tin-
dakan pemutusan hubnngan kerja (PHK); dankepada segenap pengurus DPC -
SBSI Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai terdakwa untuk
meiakukau keg:atan»keglatannya dengan memberikan uang sejumlah Ep.
#71-600.000,~ (enam- ratug>ribil répiah) sefidp bulahnya dalam rangka menarik
simpatl, mencari peagaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara,
dimana terdakowa memahamissituasi’dan kondisi setempat dan oniuk terlaksa-
nanya tujuan dimaksud terdalowa berangkat ke Pematang Siantar, dan sejak
tanggal @ s/d 11 Apdl 1993, texdskwa mengadaken latihan kepemimpinan
wais (Leadership Training Course) bertempat di- Aula Gereja: Kristen Protestan
- Simalungun (GKPS)-Pematang Siantar yang ‘diikuti oleh kurang lebih 100"
orang utusan pekerja dan DPC SBSI se-Sumatera termasuk ‘pengurus DPC
{u2 SBST Medan antara Jain: Amosi Telanmbauna, Ridwan Lubis, Soniman ' Eafai
it dan Hayati; dimana-dalam kesempatan tersebut terdakwa memberxkan cera-
% omah’ yang imaterinya antara lain: k . e
£ Dengan'maksud untok meyakinkan dan mmank si mpati orang lam daiam hal
ini pekerja agar bersedia dan tertarik, terdakwa’ telah mengh&sut denwan
“memanipulasi keterangan yang antara lain menaatakan
- "5BSI merupakan wadah legal™; S s sy
s=rt "Apabila smusyawarah tidak” tercapax, maka bumh berhak meiakukan
moagk[unjuk rasa™; : e RN i B
- Ganasnya militer di Medan dalam menangani persoaian bumh"
yang disampatkan dengan nada provo}catif serta instmuatif, supaya para pﬁ-‘{
vnikerjd yang dihasuttidak ragu-ragu untulk bergabung dalam’ orgamsasz yang
menamakan dirinya SBSY; dan’ untu.k keberhasﬂannya usaha mencari peng-
e xkuilsgmpausannya ‘terdakowa tidak segan~segan meng,eluarkan ang guna
-7 ‘Biaya'latihan dan uang saku sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu -rupiah)
BE «kepada setiap pederta’ peiatahan kepemxmpman tersebut.  Uraian kata-kata
“ v rpana merupakan pernuatan pldana dan atau tidak menun_n ketenman Un— '
i :danrr—undanc - o ; . H = .

* Pada buian Desember 1993; bertempat di Aula Kantor DPC SBSI Medan J1.

- Mangaan 111 Lr. Benteng Noi'36, Medan, terdalowa hadir dalam pertemuan
*antars “lain’ Amosi Telaumbauhna, Ridwan Lubis, serta perutusan . pekerja
" perusehaan- dari Medan ‘dan sekitarnya antara lain Sugiono maupun utusan
Cmakeria das Pamatane - Siantar antars lain Roshines Ndineoolan dan Boice

Lo
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muan_tersebut terdakwa menaatakan antara: Iam T

yam dxtandatanoam terdakwa bersama dengan Siti Musdahfah selaku Sek-
. Tetaris. Jenderal: OraamsaSJ SBSI yang. ditnjukan. kepada . selumh anggota/
- simpatisan, SBSI -seperti: Supir, Buruh Pabrik,:Dosen/Gurn,. Wartawan,
Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain yang berisi tulisan:antara lain
sebagai berikut:
2+ i..-Saudara Menteri Tenaga Kerja RI Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib
____bumh Indonesia ‘dengan. mengelnarkan. dua: Surat - Keputusan jyang saling
mengacaukan yakni SK No, KEP. 15A/MEN/1994,. tertanggal. 4+ Januari
i, -1994, yang menyatakan, SPSI sam-satunya organisasi pekerja‘di tingkat peru-
.-sahaan maupun nasional, yang bertentangan dengan Undang—undang No. 1§
Tahun 1956 dan Undang-undang No, 21 Tahun 1954;: - 4
_ et;dak-kons:stenan Menteri-Tenaga Kenja, terpaksa membuat SBSI menye-
;._mkan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti: Supir, Buruh
Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-
.« Jain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jum’at, 11. Pebruari 1994 jam
08.00 s/d 09.00.di tempat. masing-masing, . Mari- -galang. solidaritas untuk
memperjuangkan tunfutan diberlakunya mulai.l April.1994.(awal PJPT II).
i o (a): Kebebasan . berserikat...bagi . buruh denaan ‘mencabut Permen No.
coer Per.Q1/MEN/1994; Do il ae
(b) Upah minimum atas dasar hldup layak Rp 173 500 -fbulan ataz Rp.
bait vy 7. 000,-/hari untuk seorang lajang; ... :
o ..(c) ‘Mengatakan SBSI telah memenuhi: Undang-undang, ST
(d) Semua tuntutan tersebut d:ber!akukan mulai 1. April 1994, .
Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya
. melakukan perbuatan pidana dan atau. tidak :menuruti kelenman Undang-
cundang;s oo a : : 8 :

4 Pada tanogal 2 Apnl 1994 bertempat d: Kantor LBH JJ Ade Irrna Survani
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sekltar 12 orang pesexta yakm para pekexga berasal dari Pematanﬂ Sxantar
dan dan__ perusahaan di Medan dzm sekztamya':'aptara lam Togar Janter Si-

& dxlanjutkan danoan mendatang; Kantor Depnaker setempat “dan bila upaya-
ini juga tidak berhasil, maka supaya melakukan aksi unjuk’ rasa/mogok
kega Perkembangan SBSI di Pulau Jawa dan Bali sudah bagus dan municul

¢ ke permukaan, ‘sementara Sumatera belum"; ‘atan dengan kata-lain yang isi

4 maupun maksudnya sesuai, senada maupun se_;ems dengan perkataan terdak-

: U_ra:a:k l{a_!_a_hkaﬁa mana merupakan perbuatan mentvhasut ‘orang iam supaya
_meiakuka perbuatan pxdana dan atau tldak menumu ketentuan Undang~
undanf! AN . ; A% 'k F I8 EL A

. Telah mEmbgiaE'Sura:_t-Nof FS/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994
“yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama
. Wakil: Sekretans Jenderal bernama Sulistri yang dikirimkan kepada seluruh
Ketua DPC'SBSI seIndonesia termasuk DPC-SBSI‘Medan yang isinya:
* Agar ‘lampiran naskah pndato ‘Ketiia Umum yang ditandatanoam terdakwa
tertanggal 25 Apni 1994 untuk dibacakan pada ‘perayaan hari U}aag Tahun
w ke 11, Naskah pxdato tersebut berisi tulisan’ antara lain’ sebagax berikut:
2. "Membebaskan para’ bumh dan periakuan sewenancv-wenano ‘sehingga
g dapat hidup. sejahtera”; : e :
. "Buroh terlalo lama daexplmtam, diberi upah murah ‘dan dikekang kebe~
~“basannya. Buruh® ‘memikul beban berat dan’ beban berat 1tu dapat kita
+ salurkan melalui proses unjuk rasa nasional®; :
“rgi "Kalabpun'sampai saat ini' Pemerintah belim menenma kehad;ran SBSI,
itn bukan karena kesalahan klta tetapl mereka}ah yanc :1dak mematuhi
# +“Undang-undang yang ‘ada".
Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula 1amp:ran Surat Edaran
DPP SBSI No. O17E/SBSI/III/1994, tanpa tanggai yang ditandatangani ter-
dakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain:
- Pada‘butir 3: SBSFagar mulai 1 April 1994 dilakukan: =
“a. “‘Pemeérintah Konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945, UU No. 8
Tahun [985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yai-
tu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh dan ndak rnenjadi anggota
toiealahieatn Sailrai Rirmabe . i




Pw‘us'anHaLzm . 597

s/bulan, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp.
:6.000, »/han mulai bulan, Desember 1994 dan Ry, 7.000;~/hari mulai
"Desemb@r 1994;: Sebab 1= April adalah:dimulainya-era: tinggal landas
emataueral Kebangkitan Nasional yang Juga dapat dlartlkan era tegaknya
hukem da.n Keadalan, p 995

too Pada ‘butir4:.; :
“"SBSL akan berdaya upaya semaks:mai 1

4 _ungkm beguanc unmk mencapai
U e Xeadaan: d: atas; syang. perh; akan mengoroamslr mogok secara Nasional.
Apakah Saudara: “setuju: dehgan SBSI?: Bila. setuju kirimkanlah komentar
1.7 Saudara; sebalknya diantar langsung ke. Sekretanat SBSI terdekat. Nama dan
alamat kami rahasiakan”. s
Rangkaian tulisan mana merupakan perbuaian menghasut orang lain supaya
melakukan perbuatan pidana dan ataw. tldak menuruu ketentuan undang-
undang; 24 -
--___;Sebagalmana tindak lanjut atan perwujudan dan ma51h merupakan rangkaian
_,yang bersumber pada konseps1 maupug; ide, terdakwa unruk melakukan aksi

Pada tanggal 3, Apnl 1994 bertempat dl Desa Limau Manis Tanjung

Morawa Medan, diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 40 orang ter-

- diri -dari-utusan. pekerja di Medan sek;tarnya -antaralain Sugiono dan

Pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis; -Hayati dan Sugi-

i ono yang merupakan orang-orang kepercayaan terdakwa telah membica-

- -rakan:rencana-aksi-unjuk rasa, namun karena pertemuan semula adalah

untuk acara Halal bil Halal, maka atas kesepakatan mereka pembahasan
oo INENgenai rencana unjuk rasa ditunda sampai tanggal:10 April 1994;

. b, Pada. !anggai 10. April 1604, bertempat di Kantor Yayasan Kelompok

. . Pelita Sejahtera (YKPS). Il Tapian Nauli IT.No: 116 Medan, telah

diadakan periemuan.yang. merupakan kelanjutan pertemuan tanggal 3

+April, 1994 yang 'dihadiri oleh.sekitar. 40 orang utusan ‘pekerja dari

.+ -perusahaan-di. Medan .dan. sekitarnya termasuk pengurus DPC SBSI

i .Medan, antara. lain Riswan . Lubis, Hayati.dan- Sugiono serta kawan-

.+,-kawan yang. pada pokoknya membicarakan, mematangkan dan meman-

- fapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati akan berlangsung pada

tanggal 14 April 1994 termasuk di dalamnya menentukan tempat titik

. kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta, isi dan bentuk tuntutan aksi

unjuk rasa maupun strategi yang akan dilakukan telah mulai disinggung,

» namun karena hari telah menjelang malam, peserta perteriuan sepakat

untuk melanjutkan pada tanggal: 12 April 1994;:

c. Pada tanggal 12 April 1994 bertempat di J1..Tapian Nauli II No. 16

Medan (Kantor YKPS) telah diselenggarakan pertemuan sebagai kelan-

.+ jutan pertemuan tanggal 10 April 1994 yang dihadiri oleh utusan pekerja

perusahaan di Medan.dan sekitarnya dengan jumiah seperti pada perte-
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. Dalam‘pertemuan mana télah. dilakukan sarangkaaan pembicaraan yang
£ matennya ‘bersumber dan selaras de:ngan selebaran seruan mogok/unjuk
srasa tanggal 28 Januari 1994 yang: ‘telah: terdakwa ‘buat: serta tanda-
© tangani, dan:peserta pertemuan sepakat menchasxlkan beberapa kepu-
tusan antara lain:
‘1) Mempersiapkan selebaran, membuat poster dan spanduk yang berisi
‘tuntutan antara‘lain berbunyi: . &
'_ ’ebebasan ‘berserikat dengan mencabut Peraturan Menten Te-
iaga Kerja RI No. PER. 01/MEN/1994;
“-/(b) Naikan ‘upah biiruh dari Rp. 3. 100 —/han menjadi Rp 7.000,-
fhari;
s:0+(¢) “Tuntaskan kasus kematian Rush, i
(d) Selesaikan masalal PHK di PT: Korek Api Deh
(¢) SBSI Yes, SPSI No!
- Menentukan-titik kumpul peserta aksi unjuk rasa d1 lapancran Mer-
i dekaiMedan pada hari Kamis' tanggai 14 Apnl 1994 pukul 08.00
S WIB dengan berjalan kaki sambil men gacung-ngacungkan poster dan
* spanduk yang’ ‘dibawa; seiangutnya ‘agar peserta aksn unjuk rasa
““‘melalui route:yang telah ditentukan. = =% :
‘Mengatur route perjalanan peserta aksx un_;uk rasa - yakm melalui
7+ jalan-jalan sebagai berikut:
«: ‘Dari-lapangan Metdeka Medan menuju. . Raden Saleh JI. Imam
+ “Bonjol,#31. Zainul ‘Arifin,  J1.- Dlponegoro dan berhenti di depan
s v Kantor Gubernur Sumatera Utara;
¢ 74} “Menentukan utusan pekerja yang hadir daiam pertemuan tanggal 10
© rvdan 12 Apni 1994 sebagai delegasi bersama’ pengurus DPC SBSI
* ©Medan yang akan menyampaikan tuntutan peserta unjuk rasa kepada
dwo seiv s Gubernur KDH Tingkat T'Sumatera Utara;
¢ d: Pada’tanggal 14 ‘April 1994 di Kotamadya Medan para pekerja yang
- berjumlah sekitar 20.000 orang sejak pukul 08.00 WIB telah berkumpul
“:di lapangan‘Merdeka dan ‘selanjutnya dengan ‘berjalan -kaki bergerak
“melakukan ‘pawai ‘aksi unjuk-rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara
~-diJ1: Diponegoro Medan samb:l membawa poster dan spanduk yang
“isinya‘antara lain:
i -=-1(a) Kebebasan berserikat: dengan mencabut Peraturan Menten Tenaga
i+ Kerja RI'No. PER.01/MEN/1994; '
-(b) Naikan upah buroh dari Rp. 3.100, -lhan menjadz Rp 7.000,-/hari;
(c) Tuntaskan kasus kematian Rusli; =
" '(d) Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;
: {e) *SBSI Yes, SPSI No! -
w:Isi 'poster dan spanduk mana selaras dan Bersumber ‘dengan butir-butir
L galebaran seruan moeok/uniunk rasa vane dibuat dan ditandataneant oleh
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i Bansan arak-arakan: pawai -tanpa izin.tersebut melalui route JI. Raden
'Saleh JI Amam: Bon_]ol 31 Zainal. Arifin terus: ke Jl.+Diponegoro
edan‘dan berhenti di depan Kantor Guberaur Sumatera Utara sehingga
‘berakibat ialu lintas . men_;ad: macet masyarakat umum. pemaka: jalan
;_terganggu, W
Karena delegam llll_]llk rasa;
Utara, maka para, pengunjuk 1asa menjad: kecewa dan. marah serta
‘selanjutnya dalam. perjalanan pulang ke tempat kerjanya masing. -masing
jpada waktu me]alm sederetan _perkantoran, pertokoan maupun tempat
- ‘keramaian umum sekitar J1.: ‘Yos Sudarso .Pulo Brayan Medan, para
' pen«uajuk rasa telah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko,
e :jpabnk dan kendaraan | baik mcb;l -aupun sepeda motor. o o
- f Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 14.April 1994 di. Medan yang
~mengakibatkan texjadmya keresahan; kekacanan dan huru-hara, pada hari it
juga setelah terjadinya peristiwa tersebut oleh Ketua maupun Sekretaris DPC
¢ .. SBSI.Medan yaitu saksi Amosi Telaumbanua dan Riswan Lubis telah mela-
porkan kepada terdakwa di Jakarta melalui sarana telepon maupun sarana
faximile dari Kantor Miyasyak Johan, SH. PengacaralKetua Lembaga Advo-
kasi Anak Indonesia (LAAID) JI. Sutomo, Medan; - .. .
- Atan: dengan, cara-cara!perbuatan lain yang: sejems senada denoan maksud
-i-dantujuan ferdakwa untuk menghasut para. pekega dan atau para pengurus
. DPC SBSI.Medan; =+ ;-
=~ Sebagaimana diatur dan. diancam pldana da]am pasal 160 30 pasal 64
ayat (1) KUHP dan,. ST : . N

Kedua

- Bahwa ia terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA baak seiaku pnbadn atau
-~ .dalam kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus
., Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.(DPP SBSI), pada tanggal 28 Januari
1993 dan pada tanggal 8 April 1994, atau setidak-tidaknya di sekitar. waktu ity
i -;:dalam tahun 1994, bertempat di Kantor DPP SESI J1. Kayu Ramin No. 32, Utan
++Kayu Utara Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain, dimana
.. Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan
pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menyiarkan, mempertunjukan atan menempelkan
-di muka umom tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, me-
nantang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang suatu hal lain seperti
.+ tersebut dalam pasal di atas (pasal 106 KUHP) dengan maksud supaya isi yang
- menghasut diketabui atau Iebih diketahui-oleh umum, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara. sebagai berikut: =
. Terdakwa selaku. Ketua Umum DPP SBSI :elah mambuat dan menandata-
-.ngani surat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal
28 Januari 1994 yang berisi antara lain: "Saudara Menteri Tenaga Kerja R}
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Iuarkan dua Surat Keputusan yang saling- mengacaukan yakni SK No. KEP.
“15A/MEN/1994; tertanggal ‘4-Januari 1994 ‘yang memberi' kebebasan bagi
uriih unfuk berserikat di luar’ (SPSI) dan’ Permen NoPER.01/MEN/1994
tertangg galil7? Januari 1994, ‘yang' menyatakan SPST satu-satunya organisasi
”peker_la di tingkat perusahaan maupun tingkat nasional, yang ‘bertentangan
nndang No”* 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21

ke sistenan Menteri Tenaga Kerja; terpaksa membuat SBSI menye-
mkan ep a éelumh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Suplr, Buruh
"bnk Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN; Pegawai Negeri dan lain-
i-‘-'lam)'_'mogoklun_]uk ‘rasa bersama’ pada ‘hari Jum’at, 11  Pebruari 1994 jam
08.00 s/d*09.00 di’ tempat ‘masing-masing.~Mari galangsolidaritas untuk
§. fmempeguangkan tuntutan diberlakunya mulai'l April 1994 (awal PIPT ).
e (a) Kebebasan bersenkat ba«u buruh dengan mencabut Permen No.
“Per: E)IIMENI 1994;" "
: ’-':(b) Upah minimurm atas dasar h}dup layak Rp 173 500 —/bulan atau Rp.
©TI000, fhari natuk seorang’ lajang; - *
ey Menwatakan SBSI telah memenuhi Undangbundang,
(d) Semua tuntutan’tersebut diberlakukan mulai 1-April 1994,
Yanig “dikirifikan ‘kepada- anggéta/simpatisan” SBSI* di - seluruh - Indonesia
“‘antara lain kepada Pengurus DPC 'SBSI Medan 'vaitu ‘Amosi Telaumbanua,
Soniman Lafao dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan
@ isebar Tuaskan kepada anggota/sitnpatisan SBSI'di'Medan dan sekitamya
di mana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang
lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketenman
undang~undaug, S

S *'-Terdakwa selaku Ketua DPP SBSI telah membuat dau meuandatangam surat
vt pengantar Now 75/S/SBSI/IV/1994; taniggal Jakarta 8 ‘April 1994 yang di-
- kirimkan kepada sélaruh DPC SBSI di seluruh Indonesia; antara lain DPC
i SBST Medan deéngan ‘melampirkan Naskah Pidato Ulang Tahun ke 11 SBSI
" tertanggal 25 April 1994 dengan’judul "Pidato Ulang Tahun ke 11 SBSI (25
< April 19927125 April '1994)".: Naskah pldato tersebut bensx penghasutan
“+: anitara lain sebagai berikut?” '
- +gs "Membebaskan para buruh dari perlakuan se,wenamg-v.'enan<3r sehmgga
4% fa'dapat hidup sejahtera”; ¢ v : -
. b, "Buruhterlalu ‘lama dlexplouasx d:ben upah rﬂurah dan dlkekang
* "kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban’ berat 1tu dapat
kita salurkan melalui proses unjuk Tasz nasional”; -
“4¢: "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadlran SBSI,
+* "ite bukan karena kesalahan kita, tetapz merekaiah yancr fidak mematuhl
Undano-undane vans ada™. :
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DPP; SBSI No.: 01/ElSBSI/III/1994 tanpa tanogai yang: dxtandatangam

' -'b.""-Membeﬂakukan upah hxdup layak Rp. 173, 500 -/bu}an a:au Rp 47, ooo -
%~./bulan, dengan tahapan. Rp;5.000,-/hari: ‘mulai bulan April 1994, ‘Rp.
6,000, ~Ihan mulai bulan Besamber 1994 dan Rp. 7.000,~/hari mulai
Desember 1994; Sebab 1 April adalah dimulainya era.tinggal landas
- s osataw-eraKebangkitan. Nasional yanw Juga dapat dxarnkan e1a !eﬂaknya
-~ hukum dan.Keadilan;. » st e SR
Pada butir 4:
"SBSI akan berdaya upaya semaksxmai mungkm berjuanﬁ untuk mencapai
keadaan di atas,! yang perlu gkan mengorganisir. mogok :secara Nasional.
= -Apakah Saudara.setuju.dengan. SBSI? -Bila setuju kirimkanlah komentar
Sandara sebaiknya diantar Iangsunc ke Sekretanat SBSI terdekat Nama dan
- +.-alamat kami rahasiakan”. w o : s .
. Dimana rangkajan. tuhsan tersebut . merupakan perbuatan menghasut orang
ain supaya.melakukan perbuatan pidana dan atan tidak menuruti Ketentuan
undan0~undang sebagaimana diatur dan diancam p;dana dalam pasal 16E(1)
KUHP;. Wt
I Sebaga:mana dxatur dan dxancam pxdana dalam pasal }61 (1) KUHP
Membaca tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1994 yang
isinya adalah sebagai berikut:. . ...
1. Menyatakan. terdakwa .Dr.: Muchtar Pakpahan SH MA bersalah melakukan
..+ tindak pidana Penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarluaskan
tulisan yang isinya menghasut sehagaimana diatur dalam Pasal 160 j _}0 Pasal 64
© (1) KUHP dalam svrat dakwaan kesatu dan kedua. . o
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan SH MA dennan
e p1dana pen_]ara selama-4; (empat) tahun, potono tahanan dengan penntah tetap
3 Menyatakan barang buktl T : :
1. Satu lembar.asli surat seruan. mogok/nnjuk rasa tanggal 28 Januan 1994
o0t yang.dikelnarkan DPP SBSI Jakarta dan satu lembar surat tersebut;
.2... Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan:(buku setoran)
atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertangval 30 Nopember
caust 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,- ..
+ 3. /Satu buah buku tabungan bunga harian Bank: ‘Niaga Medan {buku penarikan)
giac nama BRichinr Palbmaban bln.. Ralr 271690721 1 tartamoaat 20 A s b o
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o4 Sat buah’ buku 'slip penarikan ‘funai Bank N;aga Medan dani No. 4424856

s/d'4424875 No. Rek. 271572-9311 dzantaranya terdapat defapan’ iembar shp_
penankan tunai yang telah diisi dengan. jumlah Rp 600. 000 - untuk

_ _penarxkan tanggal 1 Mei 19948/d Desember 1994; :

© 5. ‘Saru lembar. surat_ DPPSBST: }akarta No: 80anSBSIiIV/1994 tanggal 20
'Apni 1994 yang 'dxtuJukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;

% Satu lembar Kartu tanda penoenal SBSI No: ‘0100 atas nama ‘Haryati Jabatan
Bendahara DPC SBSI Medan ang datandatangam oleh Muchtar Pakpahan
*dan Ajie Raga Ismet;’ R
“:Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No 0095 ‘atas nama Somman Lafao
- 3aba§an Wakil: Kema DPC SBSI Medan, yanw dstandatanﬂam eleh Muchtar
:Pakpahan dan Ajie Raga Tsmet; :

<8 Satu lembar asli: surat indangan: rapat No QSISBSEIKM/IHI 1993, tanggal
1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amasi Telaumbanua Rxswan Lubis
yang ditujukan kepada Hayati; R
49:+ Sathy buah buku Anggaran Dasdar SBSI;
L IO Satu: eksempiar copy naskah:pidato: Muchtar Pakpahan, '
siEnitetap teriamp:r da!am berkas perkara unmk dwunak:m dalam perkam
lamnya BRI
4. Menetapkan supaya pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP dan pasal 161 ‘ayat (1)
: “KUHP- terdakwa- telah ‘dinyatakan " bersalah *‘melakukan “kejahatan seperti
“tercantumdalam: putusan Penuadxlan Negen tersehut yana -amar’ 1en0kapnya
- *1 berbunyi:sebagai béerikut: " :
1. Menyatakan terdakwa yang tersebut namanya d1 atas Dr Muchtar Pakpahan,
U SHMA telah terbukti denﬂan sah dan meyakmkan bersalah mlakuka.n
“ tindak’ pidana kejahatan: =
1. Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut diatur dan’
0 diancam hukuman dalami pasal 160 j jo. 64 ayat (1) KUHP Pidana;
i ”2 -Menyebarluaskan' tulisan yang isinya menghasut diatur dan dlancam
¥~ hukuman dalam pasal ‘161 ayat{1) KUH Pidana;" Y

2. Menghukum terdakwa. oleh karena xtu denoan hukuman pen_;ara salama 3

= '-'1-(tiga) tahup;

"3, " Menetapkan, bahwa masa: penahanan yang telah d:jalam terdakwa, diku-
rangkan seluruhnya dari pidanz yang dljatuhkan sehm ga putusan ind
mempunyai kekuatan hukum atap; '

4, Menetapkan barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu:

~1"(satu) lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa ‘tanggal 28 Januari

1994 yang dibuat dan dltandatangam terdakwa selaku Ketua Umum DPP
~ SBSI Jakarta;

1 (satu) bush buku tzbungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku

" ‘setoran) atds nama Muchtar Pakpahan Mo, Rek. 2715723 11 tertanggai

S 3 2 T\ PPN A I, P VR EIE A NUSNET LT s S I PN S N

'f o j



'_.1 (satu) buah briku sisp penanican tunai Bank Niaga Medan dari . No

14424856 s/d 4424875 _No Rek, 2715729311 diantaranya. terdapat 8

B Apni 1994 yang dlm_;ukan kepada_bPC SBSI seluruh héonesm

1 (satu) lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Haryau

..., Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang. dxtanda tangam oleh Muchta:

' Pakpahan dan A_pe Raga Is et_' '
1 {satu) lembar kartu tanda pengenal SBSI No 0095 atas nama Somman'
. Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Meédan, ‘yang dxtandatangam Dleh

_Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
. 1 (satu) lembar surat seruan monok/un_]uk rasa tanggai 23 Januan 1994'
:E'yang dztandatangam oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;

o,
11.
12.
13,
14,
18,

16,

5. Menghukum pula terdakwa untuk me.mbayar baaya perkara i sebe-sar Rp g

1 (satu) Jembar asli sura undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/ 1993,
tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh’ Amosx Teiaumbanua,
Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati; ;

1 {satu) buah bukn Anggaran Dasar SBSI; 2

1 (satu) eksemplar copy. naskah pidato Muchtar Pakpahan,

‘1 (satu) surat SBST No. 75/5/3]351/1\//1994 tanggal 8 April '1994

penhal informasi;
1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No OIIEISBSUIII! 1994 ientang surat
edaran;
1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/InI/SBSIIIIIIQ4 tanggal 25
25 Maret 1994 penhal penundaan mogok
1 (satu) set Surat Kepumsan Menteri Tenaga Kega No KEP 15 A/
' MEN/1994, tanggal 4 Janvari 1994;

1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER, DIIMENI 1 994 §
' tanggal 17, Ianuan 1994 tetap dllamplrkan da!am berkas_

‘perkara;

1.000.000,- (seribu rupiah); .. . .
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Membaca putusan Pengadzla.n ngg; Medan tanggal 16 Januan 1995 No_
188/Pid/1994/PT. MDN, yang amar lengkapnya berbunyx sabagai berikut:

-~ Menerima pemuntaan bandmg dan zerdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH MA

tersebut;
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"Menghukum terdakwa oleh karena uu denﬁan hukuman pen_;ara selama 4
-(empat) tahun -

- "(empat}"ta_hun, _ .
"Menetapkan masa tahanan yang i_elgih_ d‘_i j ala_m Terdakwa.dlku r:mgkan seluruhn ya
dari pidane yang dx_;amhkan,' b,
"Memerintzhkan terdakwa tetap dztahan dalam Rumah Tahanan Negara

- Menguatkan putusan Pengadilan Negen tersebut yang selebihnya
- . Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar b1aya pe:kara daiam tingkat
" banding sebesar Rp 1.000 (seribu ruplah), )

?'Membaca putusan Mahkamah Aﬁuno tan al 29 September 1995 Regno: 395
K/Pid/1995, yang amar Ienc-kapnya berbunyl sebagal berikut:

‘vienoabulkan permohonan kasasn dan pemohon kasasz Dr Muchtar Pakpahan
SH.MA tersebut;..

Membataikan putusan Pengadnlan nggn di Medau tangga} 16 Januari 1995
Nomor 188/Pid/1994/PT.MDN, dan putusan Pengadilan Negen Medan, tanggal 7
Nopember 1594 Nomor 966!P1d B/ 1994/PN Mdn.;

MENGADILI SENDIRT

_ Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut tidak terbukti
secara sah ‘dan meyakmkan bersaiah melakukan kejahatan yanﬂ dldakwakan
kepadanya daIam Dakwaan’ Kesatu dan Kedua, o .

) Membebaskan terdakwa oleh karena :m dari semua dakwaan tersebut
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emenntahkan agar barang-barang bukti berupa photo copy surat-surat yaim;:..
sar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994. ya' 3
dxbuat dan.dltandatangam terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI-Jakarta;
2.0 (sam) ‘buzh buku tabungan bunga-harian Bank:Niaga Medan (buku. setoran)
atas. nama Muchtar Pakpahan No. Rek.. 2715723 11 tertanggal 30 Nope
1993 dengan posisi kredit Rp. 7. 400 OGO
i1 (saty .buah buku tabuncan bunga hanan Bank nga Medan (buku penankan) .
27152-9311. tertangg gal 30 Nope mber.
; '4.155 007,86; ... :
4. 1 (sam) buah buku shp penarzkan funai Bank Nxaga Medan dan No 4424856
.. z8/d 4474875 No. Rek. 271572-9311 dnantaranya terdapat 8. {delapan) iembar shp
‘penankan tunai yang. telah diisi. dengan jumlah Rp. 600.000,-; . 1
5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. SG/In/SBSI/IVIIS‘94 tanggaI 2{):_
-April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
6....1 (satu) lembar Kartu tanda. penoenal SBS1 No. 0100 atas nama Haryati Jabatan.
4 Bendahara DPC. SBSI Medan yang dxtandatangam leh Muchfar Pakpahan dan;
. . AjieRaga Ismet s ;
T...d (satu) lembar kartu tanda penﬂenal SBSI No 0095 atas nama Somman Lafao-
. jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan yang dltandatanﬂam oleh Muchtar Pak—_
.. pahan, dan. Ajle Raga Ismet; .. o 4
8. .1 (satu).lembar surat seruian. mouokiunjuk rasa tan al 23 Januar: 1994 yagg
____.=.:d1tandatan0am oleh. Muchtar Pakpahan dan Siti Musdahfah ; .
9. 1 (satu). Jembar asli surat uadanoan ‘rapat No GSISBSIIKMIZIHIQ% tanngal 1
. Maret 1993 yang dxiandaza.ngam Dleh Am051 Telaumbanua -Riswan Lubis yang'
- ditujukan kepada Hayati; ... E -
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar SBSI :
11, 1 (satu) eksempiar copy. naskah pxdazo Muchtar Pakpahan,
12..1 (satu) surat SBSI. No, 75/E/SBSUIV! 1994, tanggal 8 Apnl 1994 penhal
.- informasi; . .. .
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No OI/EISBSI/IH! 1994 tentano surat edaran i
14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/Int/SBSI/HIle tanggal 25 Maret 1994
... perihal penundaan mogok;: .. -
15. 1 (satu) set Surat Kepukusan Menten Tenana Kega No KEP 15 A!MENI 1994
... tanggal 4Januan 1994;: i
16. 1 (satu) set Peraturan Menten 'I"enaﬂa Ke:ja RI No PER OI/MEN/ 1994, tanvgal_
.17 Januari. 1994 tetap dllampxrkan dalam berkas perkara I

. Membaca surat permohonan pemn_;auan kembah bertanggal Medan 18 Mare{
1996 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret.
1596 dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan/jaksa Penuntut Umurm, yang: memohon
agar putusan Mahkamah Agung. tersebut dapat ditinjau kembali. :

B2,V N v Py SR SR, JUN. ST S N B PR = TR R T T
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acara’ perszdanoan Pengadllan Negeri Medan, yang memeriksa untuk’ menenmkan
pendapat daldm perkara peninjatan’ kembah tersebut bertang al 30 Apnl 1996 N’o
04/PK/1996IPN Mdn.;* ;

“'Mémbaca Berita Acara- "Pendapat Ma_;ells Hakxm Pengadiian Negen Medan‘
tanggal 13 Mea 1996 No. 04/PK/1996/PN. Mdn iy :

Mehhat surat-surat yang bersangkutan" o Ve N\

_ emmban:,, bahwa terlebih dahul Mahkamah Aguno akan mempertnmbangkan
mengenai ‘segi formal; yakm a nohon peninjauan kembali berhakfberwenang
m@nga_]ukan permoh{man pemnjauan “kembali atas” putusan yang zmembebaskan
Té”‘ ohon’ penm_;auan kembali dalam tingkat kasasi; :
Memmbang, bahwa mengenal segi formalnya Pemohon peninjatan kembahlf aksa
Pemmmt Umum dalam’ sirat’ permononan penm_]auan kembah teIah menwa_;ukan
alasanicalasan ‘sebagai berikut: - :

Hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksm dalam mengajukan p@rmmtaan penmjauan
kembali adalah dalam kapqsﬁasnya sebagai Penuntut Umuin yang mewakili negar:
dan‘képentingan umum datam’ proses ‘pényelesaian parkara pidana. Denwan demikian
permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadiJ aksa Penuntut
Umum atan Lembaga Ke_;aksaan tatapi uirtuk’ kepenhngan umum/negara ‘Apa yang
dimaksud dengan Kepsntingan urum, antara‘lain terdapat dalari penjelasan pasal 49
Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata“Usaha Negara, dimana
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kepentmfran Umum" adalah kepentmgan
bangsa dan negara dam’atau kepentmoan masyarakat bersama dan/atau’ kepentmgan
pembangunan sesuai denaan per"turan perundang-undangan yanc ‘berlaku.

“Belufm adanya pengaturan Vang tegas dalam KUHAP ‘mengenai Hak Jaksa
menaagukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatir’ tmdakan hukum
uniuk memperjelas hak Jaksa Penuntut Umum/Ke_]aksaan menaajukan peninjauan
kembali yang tersirat'di datam beberapa peraturan pérundang-undangan. Selain itu
juga terdapat di dalam penjelasan pasal 32 huruf ¢ Undang-undang No.'5 tahun 1991
tentang Kejaksaan Agung Rl yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
kepentingan™ umum 1daiah ke ; ntmoan bangsa dan necvara serta kepentmgzm
masyarakat luas, : B

Di dalam ketetapan MPR No. H/MPR/1993 tentang Garis-Garis’ Besar Haiuan
Negara dijelaskan bahwa pembanwunan materi hukum ialah antara‘lain pembentukan
hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemhenmkan hukum tidak hanya membentuk
suaty’ perundanowundanoan yang “baru tetapi“juga’ menc:pta!»\an hukum’ me]alul
Yurisprudensi. Hal ini dipertegas dalam’ lampiran Keputusan Presiden No.'17 tahun
1994 tentang Repelita VI, bidang hukum yang antara lain mengatakan memberikan
peranan” yang lebih: besar” ‘kepada “lembaga ‘peradilan dalam’ menentukan ‘arah
perkemba.ngan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam
masyarakat thelalui' Patusan Hakim’ (Ynnsprudensﬂ Dengan demikian dttenmanya
permintaan peninjavan kembali itw' merupakan langkah pesitif dari Mah_kamah Aging




' Umum d;satu p}hak dan terpidana dl piha!\ Iamnya -'
. --_--.zPasa] 263 ayat 1:KUHAP.:menyatakan: :- 53 SER ; g
-:"Terhadap Putusan Pengadilan yang ie]ah memperoleh kekuatan hukum tetap,%:

::szkecuali putusant bebas atau lepas.dari segala tuntutan hukum, terpidana atan‘ahli

warisnya dapat menea_;ukan permintaan pen;n_;auan kembali kepada Mahkamah--

‘-Agung, namun. yang:jelas ketentuan pasal.ini.tidak- melarang Jaksa Penuntut

Umum/Kejaksaan untuk melaksanakan -hal tersebut; ' Adalah . ‘wajar: apabila
permintaan peninjauan kembali terhadap putusan: bebas atau lepas dari: segala.
“tuntutan hukum ‘oleh: terpidana ‘atau -shli -warisnya dikecualikan-karena putusan
-tersebut sudah:. mennuntumkan bagi': terpldana Demi.. tegaknya - hukum: «dan
eadilan terhadap putusan pengadilan yang dikecualikan tersebut (putusan bebas
dan lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak.Jaksa Penuntut

+-Umum/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali -sebagai pihak yang

. ‘berkepentingan; sepanjang.terdapat dasar atau aiasan yanﬂ cukup sebagalmana

diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHAP. ST :
- Pasal 263 ayat'3 KUHAP imengatakan: = it :

o4 "Atas-dasar-alasan yang sama. sebaoaimana tersabut pada ayat 2 terdapat putusan
:--yang telah memperoleh - kekuatan -hukum - tetap dapat diajukan  permintaan
peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan

~telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.
Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat 3 KUHAP ini tentunya tidak mungkin
terpidana atau ahli-warisnya akan:menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar
»»untuk . mengajukan . permintaan: peninjauan :kembali, mengingat - tidak: akan

- menguntungkan “bagi -dirinya.. Kalau, memang -perumusan  pasal 263 - ayat 3
~+ KUHAP -adalah-untuk-terpidana atau ahli warisnya, -sebenarnya sudah cukup

tertampung oleh” ketentuan pasal: 263 ayat 2 -hurufic. Jelas nampak bahwa

--pengaturannya- berlebihan. :Dengan’ demikian -menjadi pertany'aan mengapa
‘ketentuan pasal inidiatur dalam ayat tersendiri, dan untuk siapa ketentuan pasal

.+ini dibuat/disiapkan pengaturannya? Jawaban yang paling tepat, tiada lain kecuali

---untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan (diluar terpidana

atau ahli warisnya): Kesimpulan ini.diperkuat oleh pendapat Dr. A. Hamzah, SH

dalam bukunya "Upaya Hukum dalam Perkara Pidana” yang menyatakan bahwa
s-adalah kurang adil dpabila-dalamkeputusan it Jaksa Penuntut Umum/Ceiakeann
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i 'SI.agt puladi daiam peraturan pemndang-undangan yang lama (sebelum KUHAP}
‘yaitu di dalam Reglement of de Straf vodering dan Peraturan- ‘Mahkamah' Agunm .
“RINo. 1 Tahun 1969 serta Pe aturan ‘Mahkamah Agung RI:No::1 Tabun: 1980, .

i terdapat ketentuan bahwa 2 _harus menoa_;ukan ‘permohonan ‘peninjauan

kcmbah adalah’ Jaksa Awung _terpldana ‘atau:pihak: yang berkepentingan: Dapat .

=+ diyakini bahwa. pemﬁ(lrau yang: terkandung ‘dalata perundang-indangan lama -

- tersebut. tetap menjadl ‘sumber i isnpirasi dalam merumuskan: ketenman-ketenman

KUHAP; ‘sehingga ‘seyogyanya ‘apabila: permintaan” pemn_jauan kembah dapat o

pula dla_;ukan olehiJaksa Penuntut Umum/Ke_]aksaan RET b -

kenimbang, bahwa atas a!asan penm_]auan kembai: tersebut Mahkarnah Agung
berpendapat sebagai berikut:. = v

+Bahwa alasan~aiasan Pemohon penm jauan kembah tersebut pada pokoknya dapat
d;benarkan :_._.::_\: SRR & 4 i . :

~iinBahwa hukum terbentuk antara lam melalul putusan—putusan Hak:m sepem
““halnya dalam masalah: pennohonan kasasn. R S HE S SRR SRR

- Pasal: 244 KUHAP yang berbunyi:

i ! Terhadap ‘putusan-perkara, p;dana yang: dlbenkan pada tmgkat terakhlr oleh

" pengadilanlain selain dari pada:Mahkamah Agung, ‘terdakwa’ atau’ Penuntut
s=AImumdapat men ga_;ukan p@rmmtaan kepada Mahkamah Agunﬂ kecua!: terhadap
“rputusanbebas™ osinan i ;
+iMenegaskan - bahwa permohonan kasa51 terhadap putusan Denﬂadllan, kecuah
«putusan-bebas dapat:dimintakankasasi; atau dengan perkataan lam putusan bebas

dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi,w "
Bahwa akan tetapi melalui penafsiran’ pasal-244 KUI—IAP tersebut Hakim
-wmenentukan: bahwa terdapat -2 macam putusan-bebag, yakni bebas ‘mumi dan
~bebas tidak ‘murni, ‘putisan-bebas murni tidak dapat dmnntakan kasasi, sedang
‘bebas tidak‘mumi-dapat dimintakan kasasiz+'

- Bahwa putusan Hakim melalui penafsxran pasal 244 KUHAP tersebu: lama
-+ kelamaan ‘menjadi yurisprudensi tetap. ; :

- Bahwa pasal 21 ‘Undang~undang No. 14 Tahun 1970 menentukan
" Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-

‘undang, terhadap putusan:Pengadilan, vang telab memperoleh kekuatan hukum
“.iyang-tetap ‘dapat -dimintakan ‘PK kepada Mahkamah -Agung, dalam perkara
-~perdata dan pidana oleh-pihak-pihak yang berkepentingan”. .

-+~ Bahwa dalam perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentmgan yakm yang
~:satu-adalah’ terdakwa-dan-yang lainnya Jaksa/Penuntut Umnm yang mewalkili
i kepentingan Umum/Negara. Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun
01970 tersébut disebutkan "pihak-pihak yang berkepentingan”, _;adx p;hak~p1hak
- yang disebutkan di atas dapat ‘mengajukan permohonan PK :

- +Bahwa pasal 263 (1) KUHAP menentukan: SRR
s P Tarhadan. numican  Peneadilen vane telal cmeampernl ol kekuatan hukum Featorey
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s '_Wansnya dapat. mengajukan perminiaan PK kepada Mabhkamah Agung®. ...
‘yang berarti bahwa putusan Pengadiian yang bukan putusan bebas atau- Eepa5 c},an_ :

swvuntutan hukum: dapat digjukan permonenan. PK-.oleh, ‘terpidana. ataw.ahli
~ warisnya, sedanw putusan bebas atau Iepas dari. tunmtan hukum tidak deﬁgau_-

- ntaan penm_}auan kembah apablla dalam pumsan xtu suam perbuatan yang
d1dakwakan telah dmyatalxan terbukn akan, tetapi tidak diikuti . oleh. snatu

- .:bahwa pasai 263 (3) 1m d:tu_;ukan kepada J’aksa/Penumui Umum oieh karena
dalam hal ini Jaksa/Penuntut Unmim adalah. pxhak yang paling berkepentingan;

. -:.Jaksa/Penuntut Umum: yang . telah berhas:i membuktxkan dakwaannya. i muka
.».Sidang dan Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh

.+ pemidanaan. dalam putusan Hakim fersebut. Sebagaimana ditentukan oleh
L .Undanmundang, Jadi }aksa!Penuntut Umum~lah yang paling berkepentmﬂan agar
putusan Pengadilan. terssbut dirubah. sehingga putusan yang berisi pernyataan

.__.kesalahan terdakwa tersebut diikuti dengan pemidanaan atas dinl terpxdana

Memmbang, bahwa oteh karena 1tn berdasarkan hal*hal dan 3andasan hukum
yang dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan asas legalitas dan dalam rangka
menerapkan asas keseimbangan antara hak. asasi dan Termohon peninjauan kembali
sebagai . perseorangan. . atau sebaval manusia seutuhnya berwujnd. kepentingan
perseorangan . atau golongan tertentu sebagai satu pihak .dan kepentingan umum,
bangsa: masyarakat luas termasuk kepentingan "Pembangunan Negara Kesatuan
Republik Indonesia® sebagax kepentmg'm masyarakat Indonesia selurohnya pada
pihak lainnya yang daiam perkara ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai
satu kesatuan .yang. tidak terpisah dari Kejaksaan Repubhk Indonesia yang dipimpin
oieh Jaksa Agung R, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali ini selaku
Badan Peradllan Tertmgg1 yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar
semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah negara d:terapkan secara tepat
dan adil, lagipula mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan peninjauan kembali
dalam perkara ini mas:h menjadi-masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian
hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara . 1ni . ingin
menciptakan. hukum . secara. sendiri guna . mepampung kecurangan pengaturan
mengenai hak atau wewenang Jaksa/Penuntut-Umum tersebut dengan menyatakan
bahwa. permohonan peninjavan kembali dan_Pemohon peninjavan kembali/faksa
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yang mohon pemn_]auan kembah dapat membukt:kan apakah putusan bebas tersebut
sudah tepat dan’adil. - o

Memmbang,_bahwa alasan-aiasan yang d;ajukan oieh Pemohon pemn_;auan

kembah selanjutnya adalah sebagm benkut

35

‘Bahwa putusan Mahkamah' Agungyang menyatakan bahwa termohon peninjauan
kembali (semula sebagai terdakwa dan pemohon kasasi), tidak terbukii telah

" melakukan perbuatan vang didakwakan sehagammna diatur dalam pasal 160 dan

pasal 161 ayat 1 KUHP, jelas merupakan ‘suatu kekelinian” yang nyata dan
terdapat kekhilafan Majelis Hakim ‘Agung. Sebelum kami menguraikan fakia

y fpe"'bﬁatan dari termohon peninjavan kembali, yang menunjukan bahwa termohon

peninjanan “kembali* telah “terbukti’ melakukan tindak “pidana penghasutan

: -’*Sehagazmana yang" ‘didakwakan; bersama ‘ini karm mengemukakan beberapa

“ definisi/pengertian kata "Menghasut”.
- Menurut Kamus Besar Bzhasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan
SER dan Kebudayaan, menghasut artinya membanOkitkan orang supaya marah

' :(meiawan ‘memberontak ‘dan’ sebaﬂamya)

~Karmis Bahasa Indones:a karangan WIS Poérwadarminta, menghasut adalah
"'membangkitkan han orang lam supaya marah meiawan memberontak dan
© ' sebagainya:”

L “Menurut Drs.* P.AF. Lamintang, SH, di dalam bukunya Delik-Delik

“ - Khusus,’ pada dasamya menghasut mempunyai arti sebagm usaha unmk
_ menggerakkan orang lain supaya melakukan suatu perilaku.
- Di‘dalam KUHP R\ Sugandi, SH. menjelaskan bahwa menghasut berarti
mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat unmk
melakukan sesuatu “perbuatan 'yang tidak benar menurut segi hukum. -

I Nayon ' I,,anomeyer, dalam’ ‘bukunya * Het Wetboek Van Strafrecht,

““menjelaskan ‘bahwa ‘yang disebut menghasut (Opruien) ialak usaha vntuk
" meyakinkan ‘orang. lain dengan cara memberikan ‘sesuatu gambaran ya.ng-
* demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang diinginkan.

© =" Arrest Hoge Raad, 26 Juli 1976 antara lain menegaskan bahwa untuk suztn

“perbuatan ‘menghasut itu” ‘adalah tidak perlu bahwa pelaku telah memakai
©kata-kata“yang’ sxfatnya membakar hati orang, ‘tetapi cukup kiranya jika
*terdakwa telah’ menghasut orang-orang yang dipanggil atau akan dipanggil

- untuk dinas militer, 4gar mereka itu menolak panggilan tersebut atau dengan
* ‘'sengaja hdak mentaata penntah-penntah yang d:benkan oleh atasan-—a!asan
mereka. : S

" Selanj jutnya ‘akan diuraikan fakta perbuatan menﬂhasut yang dilakukan termohon
'penm}auan kembah Dr. Muchtar Pal-:pahan ‘SH. MH yanru antara 1am sebagal

berikut:
Mengadakan latihan kepemimpinan di Aula Gereka Kristen Protestan

" Simalungun (GKPS), Pematang Siantar sejak tanggdal 9 s/d 11 April 1994 yang

dihadirt 4+ 100 orang nHican mekama dan Denaimie T QDCT ca Crrcme fadeg -
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-;.Eazamu .::Hakim_, e

iz :'antara lain: menoatakan -

SBSI merupakan Wadah yang iegal : :
Apébxlé musyawarah tidak tercapat. maka buruh berhak mogok/unjuk rasa!
+ iz :CGanasnya militer di Medan dalam menangani-buruh. - _

. Dan pada pelatihan tersebut. kepada setlap peserta termohon penm_}auan kembah
- memberikan uang saku Rp. 30.000,- :

_da buianiDesember 1993 bertempat d1 Kantor DPC SBSI Medan daiam

:dak per]u xrunta izin kepohsxan cukup melapor sa_;a =t
- 'Upah/fra_]l buruh Rp. 3.100/hari sudah tidak sesuai Iag1 untuk: hxdup Iayak
i > Seharusnya.menjadi Rp. 7. 000/hari. - o
- SBSI sudah biasa berperan jika un_]uk rasa tezjadx d: IMANA-mana,.

s SBSE, sudah memenuh: Undanc-undana ‘atay.- syarat mendmkan sebuah

¢ Ormas, oy e %

Termohon penm;auan kembah selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat
ii . selebaran yang: berjudul "Seruan mogok unj juk rasa”, Aertanggal 28 Januar: 1994
- yang ditandatan gahi- termohon - peninjauan kembali selaku. Ketua .Umum DPP
SBSI bersama Siti Musdalifah, Sekretaris Jendera) DEP. SBS1, -yang ditujukan

" kepada.:seluruh anggota/simpatisasn--.SBSI.. seperti - Supir, -buruh . pabrik,

-7dosen/guru, wartawan, buruh BUMN, pegawa: negeri, dan lain-lain yano antara
lain berisi tulisan sebhagai berikuts . . . 7
<ix: roaudara-Menteri Tenaga Kerja. RI Drs.- Abdui Lat;f mempermamkan nas:b

\ “buruh. Indonesia, denoan mengeluarkan . dua: surat-Keputusan yang saling

) .mengacaukan, yakm Surat Keputusan.No. KEP.15A/MEN./1994 tanggal 4

Japuari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di Juar SBSI

dan  PERMEN No. PER.01/MEN/1994 tanggal -17. Januari- 1994, yang
..menyatakan SBSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun
-+ nasional ;yang bertentangan .dengan undnag-undang No. 18 tahun 1956 dan
~+--Undang-undang No..21 tahun 1954.. e
-+ JKarena itu. termohon peninjavan kembalj menyerukan agar. mogok/unjuk rasa
bersama pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 1994 j Jam 08.00 s/d 09.00 WIB di
+: tempat. masing-masing mempexjuanﬂkan tuntutan: e
::r:Kebebasan. . bersenkat -hagi . buruh dan mencabm PERMEN No
i PERGOLMEN/1994,
i aom o Upah . minimum . atas dasar hidup. anak Rp 1?3 SOO!bulan atau Rp
iioor04.000/hard, untuk seorang 3a_;ang : : - —
.~ . Mengatakan SBSI telah memenuhi Undano-undana o
Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai. 1. April 1994 :
--'Pada tanggal 2. April 1994 bertempat di kantor LBH. J}, Ade Irma Suryam
- Pematane -Siantar..di .depan sekitar. 17 oranc. nekera  farmobom it wron
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melakukan unjuk rasa, antara lain mengutus delegasi ke perusahaan-perusshaan
dimana mereka bekerja untuk bennusyaWaréh bila tidak berhasil, datangi kantor
gt --ZéDepnaker dan'bilaupaya ini belum berhasil supaya melalkukan aksi mogok/un_;uk
rasa, Perkembangan SBSI“di Jawadan Bali sudah- bagus dan muncui di
Lk permukaan sementara di Sumatera Utara belum.
Termohon peninjavan kembali telah mémbuat ‘surat No.: 75/E/SBSI/IV/1994
i tertanggai Jakarta 8 Apnl 1994 yang ditanda tancam termohon penm}auan

bernama Suhsm, yang dikmm kepada seluruh Kema DPC SBSI yang 1smya
““*memberi petunjuk agar naskah’ ‘pidato termohon peninjauan kembali selaku ketua
DPP. SBSI ‘tertanggal 25 Apni 1994 (dxlamplrkan) d;bacakan pada perayaan
“ ‘ulang tahun ke-1I-SRSI yang isinya‘antara lain: =
~ Membebaskan pada buruh dan periakuan semenasmena sehmgga ia dapat
hidup’ se_]ahtera ) . R LY G BT
% Buruh terlalns lamas d:exp!ontasu dlben upah ‘murah © dan dlkekang
kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita
##-salurkan melalui protes unjuk rasa secara nasional.
~“s=i=Kalaupun ‘sampai saat ini Pemerintah-belum menerima kehadiran SBSI itu
. bukan karend kesalahan klta tetapl merekalah yanw tidak mematuhl undang—
s =“undang yang ada.’ :
' Se!am naskah pidato terlampzr Surat Edaran ‘DPP SBSI No. 01/SE/SBSI/IIN/
171994, ditanda tangani termohon peninjauan kembali selaku Ketua Umum DPP
SBSI yang isinya antara lain SBSI menuntut agar mulai ‘1 April 1994:
“ieh o Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28UUD 45, ‘Undang-undang
:No. 8 Tahun 1985, Undang-undang No. I8 Tahun 1956 dan Undang-undang
:"No."21 ‘Tahun ‘1954, ‘yaitu buruh bebas mendirikan serikat burh, bebas
i :menjadi aniggota salah satu Senkat Buruh dan tidak men_]adl anggota salah
~gaf Senkat Buruh ;
S Memperlakukan upah hdiup layak Rp 173: SOOIbuian atau Rp. 7.000/hari.
Sebab 1 April 1994 adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan
Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan. SBSI
" berdaya upaya-semaksimal mungkin, bula perlu-mengorganisir mogok secara
* nasional, untuk mencapai keadaan tersebut di atas.’
Memperhatikan kata-katafucapan termohon - peéninjavan kembali maupun isi
" tulisan/surat/edaran dalam rangka fakta perbuatan yang telah diuraikan, dikaitkan
dengan pengertian kata menghasut yang dijelaskan di atas, maka sudah jelas
.- bahwa kata-kata dan isi tulisan/surat edaran tersebut merupakan daya upaya
untuk mendorong, mengajak membangkitkan atau membakar hati/semangat
pengurus DPC SBSI Medan dan para bunih supaya melakukan perbuatan sesuai
denwa.n keinginan termohon peninjauan kembali antara lain:
" Melakukan unjuk rasa/arak-arakan tanpa izin stbagaimana telah terjadi di
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© ofang 'berpendldlkan 'tmgg;-dan banyak penoalaman biahkah sangat
“mengetahui sﬁuasx:dan kond;sx daerah Sumatera _Utara _:=__patu£ dapat‘_

, N mengeluarkan dua keputusan yanw saling
S menoacaukan, perbuatan miana merupakan tindak pldana karena melanogar
_:._pasai 316 'o_=‘310 KUHP

2 ‘pert banﬂan Majehs Hakxm_ Aﬂung iersebut d1 atas yang lanosung
menyaiakan bahwa pernmbanoa i

h_tersebut ndak d;dahulm oleh pemmbanoan—pert:mbangan hukum' yang
mendukuno dan dijadikan dasar kesampulan Majelis Hakim Agung tersebut
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan ‘bakwa unsur
menghasut Yyang ditafsirkan judex factie tidak banyak beringsut dari keadaan 85
" “tahun yang lalu sehangga dengan dennk1an Majehs Hakim Agung menyatakan'
judex factie telah salah menafsirkan unsur menghasut tersebut, adalah suatu
o kekehruan _yang nyata dari Ma_;ei;s Hakim Agung karena bawaamanapun Juoa
p sal 160 dan pasal 161 (1) KUHP tersebut adalah mernpakan baman dari
hukum posmf yang masxh tetap berlaku sampaj saat. ini ‘yang tidak dapat
' 'dlkesampmﬂkan begitu saja sebeiurn adanya ketentuan perundan g—undangan lain
B ";yann menyatakannya t:dak berlaku lagi.

3. ] "Bahwa pendapat Majeias Hahm Aﬂung yang meneatakan bahwa Hakxm di da]am
- menafsxrkan undanw-undanc harus dapat mengikuti perubahan-perubahan iatanan
kehldupan sosxa} poht:k masyarakat sekarang mempakan suatu kekelirnan 3 yang
‘ ____nyata ‘karena spnap penafsiran harus selalu bermmpu kepada kete*ltuan perun-
_dang»-undangan yang berlaku. Menurut hemat kami adanya perubahan tatanan
" 'kehidupan. sosial politik masvarakat, bukan untuk meneesaminiaskan caat
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masélah 3tau problem
'nhukum yang berlaku,

konsekwen di dalam menoambii keputusa'n Lao': pu[a Undanouundang Dasar
b 1945_ menoganskan bahwa Indones:a adaiah Nevara Hukum Dlsampmu itu, Un—

‘ danpedoman

m 2 ada benamya namun dl dalam pernmbancan tersebut terdapat

karena tidak secara tegas menyebut
y ; sumber hukum lamnya yang d:aunakan sebawal dasar Ma_]ells Hakim
B Awung, sehmtwa perttmbanoan tersebut men_;adx menﬂambanw dan txdak Jjelas.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ‘Agung yang menyatakan bahwa dalam
Eme!akukan penafsxran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim
h tidak mencart ‘hasil dari mendedukm dengan menggunakan 10°1ka dan Undang»
'_':undang yang ber&fat wmum dan abstrak akan tetapi dari re-sultante dari
"'_'perbuatan memmbang semua kepentmgamkepenimgan dari nilai-nilai sennketa,
ternyata bertentanﬂan dengan putusan majeils Hakim Agunv karena akibat yang
'_'dmmbulkan oleh T "buatan 'mentrhasut" ari pemohon kasasi Dr. Muchtar
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- a!asan yang jelas, sedangkan dalam persidangas di tingkat Pengadilan. Neoen
. ‘dan Pengad:ian Tmﬂga terungkap.‘bahwa adanya korban 31wa dan harta: ‘benda

¥ sampmﬂkén .‘Sédapgkan:maéaiah sosaai'kemasyémkat.éﬁ éemata-mata menjada
: lam menentukan ukuran hulkuman (strufmaat) yang dijatuhkan
- .___.kepada terdakwa sebaoaimana ielah men;adx yunsprudensa tetap selama ini.

tin, il: ;yang dimana masa]ah scsxal kenmsyamkatan menjadt

.. pusat __'rhanan adaiah mempakan snatu kekehman . yang nyata dari Majelis
Ha.kx__ _ Aaung, karena untuk mencntukan apakah TCapan maupun. nndakan ter-
" dakwa telah dapat dxkua!:ﬁkas;r sebagai perbuatan enghasut atau tidak,
ukurannya ialah apakah ucapan atau perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-

.- unsur tindak pidana penghasutan tersebut. sebagaimana diatur dalam, pasal 160
. den 161 KUHP, dan. tidak dinkur d 'nan %cepentmﬂan dan mlax-mia: sosial
__;:__::kema'syarékatan tersebut., . '

9 Bahwa pe;t;mb'mvan Majeizs Haknm Aﬁtmg yanﬂ menya:akan se_]alan denaan

. semakin. memngkamya kesenjanﬂan rakyas sebagai hasil pembzm«unan di b;dang
: ._'ekonoxm maupun penganth kuat arus wlabahsasx dan keterbukaan, sekarano and
~ proses pembangunan demokrasi telah meuoamh ke tahap yang lebih berkualxtas
- Pertimbangan tersebut dapat dibenarkan, narnun bukanlah berarti bahwa pemba~
ngunan dem kras; yang lebih i}eﬁmalnas dz_;adwalkan sebagai alasan untuk
_ suatu tindak pidana iihususnya perbuatan menghasut oleh Ter~
. mohen penm _;auan Lembah Dr. Muchtar ?akpahan SH.MA yam; denwan serang-
_'__kaxan perbuatan yang dalakukan termohon _peninjauan kembah seperti daura:kan
. . di afas, telah. men(*hasut para bumh!karyawan-karyawan perusahaan swasta,
_ __dencan berupaya agar me}akukan perbuatan yang tidak dnperboiehkan (perbuatan
: ‘pidana), antara lain melakukan aksi mogok secara liar tanpa meiaim fata cara
. yang diatur dalam Undang-undano No. 2 Tahun 1957. = .
. _.Bahwa idak_ dilakukannya tata casa tersebut (aptara §am t;dak membentahu
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"”'_'-"-dalam pasal 26 Undan0~undan0 dimaksud, © -
“Selain'itn’ melakukan’ arak—arakan/pawax di ga!an raya yang di’ daiam perkara ini
4 disebut “sebagal unjuk rasa; Tharus dengan” ijin dari penguasa setempat Yaitu
Kepolisian atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yang ‘ditunjuk. Bahwa tidak
dllalmkannya hal 1tu dxancam dengan pndana sesua: dengan pasal 5 10 KUHP

_ b1s_ Fatiw' ‘oiogo ' Zeoa, Hayan als’ Yati, Toga Iantﬂr Smaga Marbun,
Ro hnce ‘Nai ggo}an Roince Sagala dan saksi ahli M. Lomban Gail, SH dari
antor Depnaker Medan, serta’ barano-baranw bukn antara’ lain ‘8 (delapan) slip
"""?penarlkan tunai dari rekemng termohon | pemn_;auan kembali pada Bank Niaga

‘Medan, untuk biaya operasional DPC SBSI Medan sebesar Rp. 600.000,-/bulan.

10 Bahwa alasan s yang leadikan dasar putusan Majehs ‘Hakim Agung - yang
atakan bahwa bertitik tolak pada penvhhatan ‘dan penafsnran yang ‘telah
~“terurai kesemuanya di atas‘tidaklah dapat dikatakan ‘bahwa tmdakan terdakwa
“‘adalah’ menghasut, apalagi pada era dimana wsaha peémberdayaan peran dan
“fun si orgamsasx sosial pohtak sedang :at«otatnya dl!akukan, dxsampmg unjuk
. 1asa ‘di Medan’ pada tanggal 14 Apnl 1994" yang eksesnya menxmbulkan korban
Y 1wa adaiah'_dx ]uar tanggung jawab terdakwa g

Bahwa pert:mbanoan yano dgadikan dasar putusan Ma_]ehs Hakim ‘Agung telah
Kami tanggapi semuanya sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa pemberdayaan peran
dan fungsi organisasi sosial politik, oleh Majelis Hakim' Agung dijadikan pértim-
bangan untuk membenarkan perbuatan terdakwa, adalah suatu kekeliruan yang nyata.
Lag1 pula organisasi SBSI (Serlkat Buruh Sejahtera Indones:a), yang dxbenruk dan
dijadikan wadah oieh terdakwa untuk menggerakkan kaum buruh melakukan aksi
unjuk’ mogok dan un_] juk rasa adalah orwamsaa Ixar dan tldak mendapat pengaknan
dan pemenntah

' Berdasarkan Pemturan Menteri Tenaﬂa Kerja No.’ OI/MENII994 tanggal 17
Januari- 1994, "SPSI (Serikat }'-'ekerja Seluruh Indonesxa) sam-satunya orcamsasn
pekega di tingkat perusahaan matipun | nasional yang diakui Pemerintah.

"“Bahwa- pert:mbangan Majehs Hakim Agung daEam putusannya menyatakan
bahwa akses unjuk rasa yang memmbulkan korban j jiwa dan harta benda adalah di
luar tanggun _]awab termohon pemn_gauan kembali (Dr Muchtar Pakpahan, SH.MA)
jelas memperhhatkan kehilafan Majelis Hakim Agung atau- kekehruan yang nyata
oleh karena perbuatan materiil yang memmbulkan korban _;:wa “dan harta benda
adalah sebagai akibat dari tmdakan dan perbuatan termohon | peninjapan’ kembah Dr.
W hri iy e T Gyt T Tt L ua emienhiasn euragie
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, mogok dan’ un _;uk rasa *tanpa um atau setxdak—ndakn va termohon pemnjau_a_n_ kembah_

: ' berpendidikan dapat d1harapkan bahkan dlpercaya menganhsxpasx _

yan rjadi sebagai akibat dari unjuk rasa tersebut.”¢ o '

* Menimbang, bahwa atas alasan butMahkamah Ag _' berpen

Mengenaz alasan ad.] s, i JO Tk A SR ERERC SEN,

-+ ‘Bahwa. alasan tersebu ada‘pokoknya dapat dxbenarkan, o]eh karena dalam pu«
-msan kasasx Mahkamathgung No.'395 K/Pid/1995 taiggal 29 September 1995 ter-

- dapat’ kekehman ‘yang'nyata dan kekhﬁafan Hakam, denoan pemmbanoan sebagai

benkut

' ‘Bahwa dalam putusan Mahkamah -Agung No. 395 K!P;d/ 1995 tanggal 29 Sep«‘
tember 1995 dalam pernmbannannya menyatakan sebagai berikif: ©
- bahiwa  dalam “melakitkan penafsnran dalam ' zaman yang berkembang : pesa
'sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan'
logika dan undang-undang yang bersifat umum den abstrak, akan ‘tetapi dari
resultance dari perbuatan menxmbanc semua kepentmoan-kepentmgan dar: mlax-
“nilai dalam sengketd; -~ '
- bahwa - pada’ dasarnya masalah sosaai kemasyarakatan men_)adl pusat perhan'
lidan diletakan di tempat terdepan;” -
- % hahwa’ denoan dexmk:an “apakah ucapan maupun tmdakan terdakwa bersxfat
r’menghasut atau“tidak; harus * dilihat - dari - segi pemmbangan atas semua
‘ -'kepentmﬂan—kepentmgan dan’ nzlarm!ai damna masaiah sosxa] kemasyarakatan'3
*‘meénjadi pusat perhatian; - 7 = &

““Menimbang, ‘bahwa akan tetapi dalam pernmbanoan Mahkamah Agung tersebut
tidak dﬁun_]ukan "masalzh sosial kemasyarakatan™ yang mana harus dl_]adxkan pusat'
perhatzan dan diletakkan di tempat terdepan.” -~

“Bahwa demikian pula tidak ditunjukan dan tidak juga dge]askan hal mana atau’
kenyataan apa yang dimaksud: dengan "kepentmgan-kepentmgan dan nilai-pilai
dimana masalah’ sosial kemasyarakatan menjadx pusat perhatian” yang dijadikan
ukuran “untuk menentukan apakah ucapan maupun tmdakan {erdakwa bersxfat
menghasut atan tidak. - o ;

“Menimbang, bahwa dalam perhmbanﬂan selan_]utnya Mahkamah Agung !anosung
memben kesimpulannya dengan’ menyatakan sebagai berikut: ; :

“‘Bahwa dengan bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai’

“"kesemuanya di‘atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa adalah

““menghasut, “apalagi ‘pada era’dimana usaha’ pemberdayaan peran dan fungsr

“organisasi sosial politik sedang ' giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di’

“Medan’ pada tanggal 14 April 1994 yang pada eksesnya memmbuikan korban'

*jiwa adalah di Iuar tangung jawab terdakwa; '
- “Bahwa dengan demikian maka terdakwa tidak terbukt: telah melakukan

" perbuatan ‘sebagaimana’ dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua oleh karenanya "

Vitterdakws haras dihebackan darm cermin dalruraam fomembints
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_Memmban 2 bahwa Jjustru dan hasﬂ pemenksaan di sidang Penoadllan Negen: _

: tempat terdepan, tetapi '_kurang memperhatlkan ketentuan~ketentuan atau norma" .
aorma. yang memenuhl nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, .

éx dengan tata nilai budaya yang berlaku.di masyarakat. dan _

mla1 yundxs -yang sesuai denoan ketentuan peraturan perundang—undangan yang

N emmbang, __ bahwa dalam mengutarakan asp1ras1 dan kepentmaan yang
dautarakan oleh Termohon peninjauan kembali selaku orang yang menamakan dirinya
sebagai "Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(DPP SBSI)", Termohon peninjavan kembali. ‘dalam men“utarakan .aspirasiz/dan
kepentingan .organisasi, SBSI sebagai wadah penyaiur aspirasi buruh,. telah tidak
menaldahkan peraturan. peruudang-undangan wyang.berlaku dan tidak beriandaskan
pada moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sebagai satu-
satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa
mengutamnakan kepentingan bangsa dan negara.
.. ;Menimbang, bahwa perubahan tatanan kehidupan sosial politik dapat dijadikan
pertmibanoan untuk menentukan berat ringannya -hukuman/pidana- yang . akan.
dijatuhkan sebaga ukuran rasa kead:lan/hukum .yang berkembang hidup dalam
masyarakat dan tidak dapat menyampingkan. ketentuan dalam Undang-undang sesuai
an .4sas, ieoahtas yang dianut. dalam pasai 1 avat 1 KUHP.. _ . -
Memmbang, ba.'nwa da]am perkara ini Termohon pemnjauan kembah sebaoai
oranu _yang berpendxdxkan dlan&zﬁap mengetahui dan mengharapkan . serta .dapat.
mengantisipasi sebagai "Penghasut” bahwa perbuatan-perbuatannya berupa kata-kata.
yang dilontarkan dan tulisan-tulisan yang disebarkan adalah merupakan perbuatan—
perbuatan menchasut" (oprmen) yang berkelanjutan sebagaimana. dimaksud dalam.
surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena dengan, "bahan hasutan” berupa wujud
rasa ndak puas dari orang-orang . yang dihasutnya telah dxtuanOkan menjadi
kecemburuan, kebencian dan hasutan yang dapat membangkltkan hati.orang supaya
marah, yang dapat kenyataannya menﬂakxbatkan terjadinya "aksi mogok secara liar”
unjuk rasa- dan arak»arakan tanpa .izin dari pemenntah dengan. ekses .yang
menimbulkan korban jiwa manusia dan harta benda, "hasutan" .mana dapat
membahayakan - masyarakat, Rangsa. dan Negara. Kesatuan Repubhk Indonesia, .
perbuatan—perbua{an berian_;ut manz merupakan perbuatan- perbuatan yang. tadak
mentaati peraturan pemnciang~undangan vane berlaku, .tidak meniuniung tingei
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‘men e]uarkan pxkzran dengan Ixsan dan tulisan. . : ' i
- seiam dari pada itu Termohon penin _;auan kembah telah bertmdak sebaga:_
' 'omz:g yang menamakan dmnya "Ketua Umum SBSI" yang Fuga temyata dldmkan E

Memmbaﬁg, bahwa daiam. p@ﬁimbanﬂan putusan kasasmya:l\dahkamah Aguna .

o -%erkes' pulan bahwa yer‘buatan yang d;iakukan oleh terdakwa txdak tenna'suk:' :

. 'Memmbang, hahwa apab;!a Mahkamah Agung daiam tmgkat kasas: berpendapat '
a perbuatan (matern}) yang. d;dakwakan kepada terdakwa.. teiah terbukti akan
tetapi bukan merupakan tindak pidana seharusnya terdakwa daiepaskan dan secala
tunfutan hukum dan bukan dibebaskan dari dakwaan,

Memmbang, bahwa. ketantuan pasal 266.(3). KUHAP, yang berbunyi "P;dana
yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan } kembali, tidak bo!eh melebihi pidana yang.
telah. dijatuhkan dalam putusan - semula”, tidak berlaku dalam hal. ini, karena
ketentuan tersebut hanya berlaku bagz putusan yang men_;atuhkan suatn permdanaan
sedanﬁkan putusan: Mahkamah Agung No. 395. KldeliQQS tanggai 29, September
1995 ﬁdak men_;atuhkan pemxdanaan

Memmbano bahwa berdasarkan segala pert:mbanoan-pemmbanﬂan tersebut
diatas ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan Judex facti dalam putusannya
yang dianggap oleh Mahakamah Agung telah tepat dan bepar dan dijadikan
pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam perkara peninjauan kembali ini, maka
Mahkamah Agung berpendapat telah cukup bukti secara sah dan -meyakinkan bahwa
terdakwa bersalah . melakukan | perbuatan ;ndana sebagalmana -didakwakan dalam
dakwaan Kesam/pasal 160.jo. pasal 64.ayat-(1) KUHP dan dakwaan Kedua/pasal
161 (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut terdakwa harus. dijatuhi
pidana,

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan
Mahkamah Aglmer akan mempemmbzmakan hal-hal yano memberatkan dan
Hai-hal yang membe: arkan _ :
-...;sikap dan. tmokah laku terdakwa yann txdak men(rhormau tata tertlb perszdangan,

-..sehingga mengganggu Ja}annya acara persldangan .
- ... sikap terdakwa. dalam. menyampa:kan nota pembelaannya b\.rs:fat merendahkan
martabat aparat pemerintah;
- ;perbuatan_ terdakwa dilakukan. Jjustru pada saat: pemenntah dan rakyat sedanw
.- Imelaksanakan ;. pembanﬂunan antara lain Karena. perbuatan. terdakwa dapat
. menimbulkan, keresahan di nmsyarakat yang.seharusnya. dalam pelaksanaan
maphanaunan PID-I] diperinkon Ireciabilan dan bataomamonm dadeo oo v
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- seharusnya leblh menoetahm masaiah—masalah hukum tetapi meiakukan tmdak
_c_!an" ‘tersebut, :m_er_nbawa Citra buruk kepada pendldlkan Dosen dan advokat -
terdakwa tada}c pemah menyesah perbuatannya ; S U :

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertlmbangan-pernmba.n«an tersebut di atas

j permohona p’emn_;ai:an kembah dan Pemohion peninjavan kembali harus dxkabulkan,.'
oleh karena terdapat cukup ‘alasan berasarkan pasai 263 ayat (’3) ‘huruf ¢ KUHAP,
untuk membatalkan putisan Mahkamah ‘Agung tang ggal 29" Septembar 1995 Regno.
395 K/Pid/1995 dan Mahkamah Agung dalam tmgkat penm_]auan kembah ini'dkag
menoad:h sendm perkara ini’ yang amamya berbunyl sepem yano akan dasebutkan-
dl bawah ini; Fe

Memmbang, bahwa oieh karena p@.rmohonan pemruauan kembah dari Pemohoa
pemnjauan kembali: dxkabulkan dan ‘Termohon pemn_;auan kembali dinyatakan
bersalah serta d:jatuha padana ‘maka Termohon peninjauan kembali dihukum untuk
membayar blaya perkard dalam semua tingkat peradilan’ pasal 222 [¢5) KUHAP);

~Memperhatikan pasal- pasal dalam Uudanamundang No. 14 tahun 1970, Undang-
undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 14 !ahun 1985 dan pasa!—pasai dalam
Undang~undang Iam yang bersannkutan '

MENGADILI

'Méngabhikaﬂ" p'erméhonan pemnjauan kembah “dari” ‘pemohon - penm_;auan
kembah ‘Kepala Kejaksaan Negeri Medan/Jaksa ‘Penuntut Umum tersebut;

Membataikan putusan Mahkamah Aﬂung tanogal 29 September 1995 Regno 395
K/Pidr1995; " e

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pak;mhan SH.MA tersebut teiah terbukt:
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pxdana
1.7 "Menghasut di muka gmum dengan lisan dan’ dengan tulisan supaya melakukan
sesuatu tindak pidana, tidak menuruti perintah'yang sah 'yang diberikan menurut
*“undang-undang ‘dan’ tidak ‘menuruti ketentiian undang—undamg, yang dilakukan
sebagai perbuatan berlanjut”. :
2. "Menyiarkan tulisan di ‘muka umum yang ‘menghasut supaya orang melalukan
*tindak pldana, tidak memenuhi perintah ‘yang sah ‘yang  diberikan menurut
" undang—undanu dan’ tidak “menurati ketentuan undang-undanw dengan maicsud

T R I L T e T T R I L



-E_urusan ~Hakim--¥-x": :55_;1__

< Men ghukum terdakwa leh karena itu dengan pldana pen_;ara se!ama 4 (e_'"pat)

" ‘Mene;

tapkan, .

enahanan yang teiah dr_;alam terdakwa dxkurangkan_

L ga arian: Bank Nxaga Medan (buku : ran)-
atas nama ‘Muchtar. Pakpahan No."Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember
1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400. :000,- '

3. 1 (satu) buah buku tabungan-bunga harian‘Bank Niaga Medan (buku penarjkan)
atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember
1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155,007,86;

4. 1 (satu) buah buku slip penankan tunai Bank Niaga Medan dan No. 4424856
s/d 4424875.No, Rek. 271572»9311d;antaranya terdapat 8 (delapan) !embar slip
penankan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;

1 tu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20

ada DPC SBSL seluruh Indonesia; -

] 00 Haryau Jabatan
Bendahara DPC SBSI Medan yang --dztandatangam 1eh Muchtar Pakpahan dan
Ajl Raga Ismet;

7. T {satw) lembar kartu tanda penﬂenai SBSI No, 0095 atas nama Soniman Lafao
jabatan Wakil Ketu dan, yang d;tanda!aneam oleh Muchtar Pak-
pahan dan Ajie Raga Tsmet;" .

8. 1 (satu) lembar surat seruan mogoklunjuk rasz tanggal 23 Januan 1994 ¥yang
ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan. Siti Musdalifah; :

9. 1 (satu) lembar asli:: undangan rapat No D3ISBSI!KM!HIIIQQ3 tanggal 1

Marel 1993 yang dltandatangam oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubjs yang
dituiukan kepada Hayati;
10. 1 (s__gtu) ‘buah bitku Anggaran Dasar SBSI:

11. 1 (sstu) eksemp]ar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
12, 1 (sam) surat SBSI No 75/E/SBSI!IV/ 1994 tanggal 8 April 1994 perihal

penhal penundaan mogok;"--: R T

15. 1 (satu) set-Surat Keputusan Menten Tenaga Kex}a No. KEP.15.A/MEN/1994,
tanggal 4 Januari. 19%94; :

16. 1 (satu) ;Peraturan Menten Tenaﬂa Kei;;a RI No PER. OIIMENI }994 » tanggal
17 Januari 1994 tetap dilampirkan. dalam ‘berkas ‘perkara; -

Menghukum Termohon peninjsuan kembali tersebut untuk membavar biava
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8 b5 GOB (senbu rupaah), tmgkat bandmg sebesar Rp. 1. 000, (seribu rupiah); tmgkaz'

sebesar Rp. 2:500,= (dua ‘ribu: hina.ratus ruplah)
Dexmk;anlah dlpumskan daiam rapat permu an’
. ittty

Tata Useha.
“ Majaleh
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mmm PERAD!LAN PEQ!&NA

Pendahuluan Laeitiid B o LY e PN L i 22,4

Peninjanan kembah (PK) putusan hak1m yancr telah mempunyai kekuatan
hukum tetap merupakan suatu -upaya-hukum bersifat istimewa yang pada ga-
libnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum. lainnya-seperti banding; kasasi
sudah dipergunakan tanpa hasil. Peninjauan kembali dalam peradilan pidana
kita telah mendapatkan pengaturan yang tegas dalam KUHAP, khususnya
pada Bab- XVIII tentang upaya hukum-luar biasa, dibagian kedua (PX Pu-
tusan.yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan pasai 263 s/d pasal
269 KUHAP £

- UU:No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakzman menunjuk MA
sebagal pengadilan negara yang mempunyai wewenang dan tugas mengadili
putusan-putisan yang dimohon PK.: Upaya hukum PKdapat dipergunakan
dalam perkara perdata maupun pidana/ Istilah asing PK dalam perkara pidana
disebut-"Herziening® dalam perkara perdata disebut "reques-civiel". :*

Di penghujung tahun 1996 ini, kembali masalah PK marak kep_ermukaan
setelah munculnya putusan kontroversial.dari Majelis Agung PK MA yang
dipimpin Soerjono (Mantan Ketua MA) terhadap kasus: Muchtar Pakpahan.

Pro dap kontra di kalangan pakar hukum Indonesia terhadap. putusan
MA No..55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober. 1996 merehak ke permukaan
setelah media massa memaparkan secara lugas dalam berita utama.’ Putusan
ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah peradilan pidana Indonesia,
dimana MA menerima permohonan PX Jaksa dan sekaligus membatalkan pu-
tusan: Kasasi-MA. tanggal 29. September: 1995 No..395 X/Pid/1995 yang
membebaskan Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA dari dak_waan menghasut pada
pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP,
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f. Dr. Loebby Logman, SH menga-

- U, yang diberi hak secara ega.f unruk
meminta PK adalah z‘erpzdana/ahlt warisnya, Mengapa? Ini ber-
kauarz dengan Se_;a -ahnya yakm dalam. rangka melmdurzgz hak

Sejalan dengan pernyataan dl atas, ahh hukum Todung Mulya Lubis,
mengatakan:
"Putusan MA yang menerima pennohonan PK vang diajukan jaksa
dalam kasus Paokpahan makin mengkukuhkan kondisi keridaksta-
bilan hukum dan merosotnya proses penegakkan hukum. Kalaw ini '
berjalan terus, bukan mustahil yang muncul ke permukaan adalah
.. ‘negara kekuasaan, bukan lagi hegara hukum. Ketidakpastian hu- - i
wiikumjuga akan dapat mempunyaz zmphkasz ekonomz (Kon'ipas,f23
é'<-¢:'-=-“Nopember 1996) ;’ i : SHBERS

Dan dua pendapat pakar hukum dl atas kaml terixhat bahwa inti per-
masalahan justru terletak pada penerimaan PK Jaksa oleh MA yang tidak: se-
suai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP), sebagai pencerminan
dari ketidakpastian hukiim dan semakin memopertegas pandangan masyarakat
yang negatit ferhadap hukum sekaligus atas lembaga ‘peradilan. - g
“Sementara itu’ di sisi lain; mantan Hakim Agung Bismar Sn'egar 3ustru
mendukung putusan Majelis PK ‘MA. Ia mengatakan: : Bk
"Meski dalam KUHAP disebutkan dengan tegas bahwa yang mem-"" o
i punyai hak untuk meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya,
“““namun it tidak berarti bahwa Jaksa tidak diperkenankan untuk
* meminta PK. Apabila jaksa merasa keadilan yang berkaitan de- = -
‘agan kepentingan umum harus ditegakkan, dengan sendirinya MA
" patut memperhatikan permohonan PK-nya. Bagazmanapun peng-
o adilan harus-berani mengambil kebijakan. Artinya ia ridak boleh
‘ "--rerpaku terus dengan ‘UU. Jika UU belum mengatur sesuatu, ia" -+
" Tharus mampu menciptakan ketentuan baru yang dirasakan benar-- "
-+ benar sampai dengan rasa Aeadzlarz masyarakat (Kompas 207
- *Nopember 1996)." . R '
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: "D1 lain pihak Majelis PK .melalui pendekatan pembangunan maten

_hukuni __daiam ‘GBHN 1993, dan penaf51rannya terhadap Jputusan bebas. atau.
“ N e : U Wa »

penemuﬁ'h hukum bary sebaga; suatu terobosan me}a}m peneramaan permoi
honan. PK jaksa dalam kasus Mucb_{g_r Pakpahan i

pembata}an putusan Kasasi MA dan se}xa!wus Juga men;atuhkan pida
tahun penjdra pada Muchtar Pakpah

~Sebelum kami mengkajl lebih jauh tentang dasar-dasar pemmbangan
pumsan Ma}elzs PK yang telah menerima permohonan PK Jaksa, terlebih
dahulu. akan dlpaparkan sekilas purusan terhadap Pakpahan yang dld '
m" 'lakukan perbuatan menvhasut (Pasai 160 jo. 64 (1) KUHAP). .

S«ek:las tentang Putusan Terhadap Pakpahan Gy '

‘Putusan Majelis Kasasi MA yang diketuai Adi Ando;o Soetjxpto denﬂan
anggota Ny. Karlinah PA. Soebroto dan Tomy Boetomi, dalam putusannya
No. 395 K/Pid/1995 tanﬂga} 29 September 1995, membatalkan _putusan PT
di Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/P1d/ 1994/PN.MDN dan menya-
takan terdakwa Pakpahan t:dak terbukti secara sah dan. meyakmkan bersalah
melakukan ke_;ahatan yang. didakwakan kepadanya pada pasal 160 jo. pasaI
64 (1) KUHAP. Untuk 1tulah majells Kasas1 MA membebaskan terdakwa
dari semua dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, ke-
dudukan dan harkat serta martabatnya. Majelis Kasasi MA berpendapat
bahwa pertimbangan judex fact:e telah salah menafsirkan "unsur menghasut”,
yang tidak banyak bermgsut dan faham tatkaia UU hukum p:dana dlbuat 35
tahun yang lalu, n

Dalam pers:dangan d: PN Medan terdakwa Pakpahan dijatuhi p;dana 3
tahun penjara, kemudian di tingkat bandmg hukuman _penjara naik menjadi
4 tahun. Melaluj kuasanya terdakwa mangajukan permohonan kasasi tanggal
3 Pebruari 1995 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan PN
Medan taneoal 13 Pebruari 1995, Rigalah Yacagi memuat cakitar 77 hntir
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) ndak ; engetahu: adanya perencanaan maupun pe}aksanaan unjuk rasa, hal -
'mz dikuatkan: oleh keterangan sak31-sak51 yang dldengar da bawah sumpah di

alasa alasaﬁ keberétan lamnya PTRTN ¥ 49
Dapatl_ah dzkemukakan bahwa un;uk rasa tang ai 14 Apnl 1994 dl

dalam spanduk“sepertl Kebebasan Berserlkat Nalkkan upah buruh
Tuntaskan kasus kematian Rusli; Selesazkan masalah PHK di PT. Korek Apl
Deh“'_ __SBSI Yes SPSI No!, Delegasx unjuk rasa kecewa dan marah karena
tidak bertemu dencan Gubernur Sumut. Dalam perjaianan pulang para
pengunjuk Tasa tekah melakukan pengrusakan atas banmnan rumah toko,
pabrik dan kendaraan baik mobil mavpun sepeda motor. Aksi ini telah
menimbulkan keresahan, kekcauan dan huru-hara. Dari peristiwa inilah
Muchtar Pakpahan dzajukan ke persulangan sebagzn dalano dar: ak51 unjuk
rasa di Medan tersebut. L

Sepertld_lgam arkan dz muka bahwa terdakwa dlbebaskandar: dakwaan
oleh Majehs Kasasi MA karena tidak terbukn bersalah melakukan perbuatan
menghastit, Namum putusan kasasi ini akhxmya dibatalkan MA dalam tingkat
PK dengan ter]ebih __dahulu mengabu]kan permohonan PK dari Jaksa. Selan-
Jutnya Majelis PK menjatuhkan pidana 4 tahun [enjara terhadap Pakpahan
dengan emmbang n"-pertxmbangan yanﬂ sangat kontrovers:al -

Dasar Pertimbzmgan Hukum Putusan Majehs PK -
Pertlmbangan hukum yang d:ajukan dasar putusan Ma_]ehs PK untuk

menerxmalmengabulkan permohionan PK jaksa yaitu:

1. Permohonan PK jaksa adalah dalam kepastiannya sebagai penuntut.

" umum yang mewakili negara dan kepentmgan umum;

2. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengeﬂaz hak

- jaksa menaagukan permmtaan PK, mamerlukan tmdakzm hukum yang

o elas.



tetap, Recuall putusan bebas/lepas daﬁ "segala tﬁnruian "hukum,
_rerptdana aray. ahlz warisnya dapat mengajukmz penmntaan PK kepada

5....-.Pasal 263 (3) KUHAP menyatakan = R T el
' "Atas dasar alasan yang sana sebagazmana rersebut pada ayat 2)
terhadap suatu putusan, pengadzlan yang. relah memperoleh kekuatan
hukum zetap a’apat a'zcy, permintaan PK apabzla dalam putusan itu
suatu perbuatan yang didakwakan telah dmyarakan Ierbukrz akan tetapi
tidak diikuti.oleh suaty pemzdarzaan T
MA ‘menilai pasal ini untuk jaksa. sebaval plhak yang berkepentmgan
menga}ukan PK di 1uar terp;dana/ahl; ‘warisnya . sambil mengutip pen-
dapat Andi Hamzah, yang mengatakan kurang adil apabila dalam pu-
tusan itu jaksa tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan PK. MA
.. juga mengutip peraturan lama yaitu Reglemen op de Straf vordermg dan
.- Peraturan MA No. 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus
o mengajukan PK adalah }aksa Agung, terp;dana!plhak yang berke»
_...pentingan.
7. Pasal 266 (3) KUHAP menyatakan o '
it "Pzdana yang dijatuhkan dalam putusan i PK tidak boleh meleblhz pzdana
vang telah dijatuhkan dalam putusan semula”,
-, MA menilai pasal ini tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karne
S maialic kasagi tidak meniatnhkan pidana
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mban an- pemmbangan'h" kum dl atas maka MA memlal

san: 'No. 395 KlPIdI 1995 terdapat kekehruan kyang nyata '
‘n;haklm sambil melakukan -pemeriksaan kembali ‘sisi yuridis
_ ' "Oleh “karena itu” ‘dalam putusannya 'najehs PK
membatalkan putusan kasasi dan menyatakan terdakwa Muchtar Pakpahan
terbukn  secara sah dan meyakmkan bersaiah melakukan tmdakan menghasut

Ka_;um Terhadap Putusan PK MA No. 55 K/Pid/1996
Membaca pertxmbangan hukum putusan PK, ada kesan ma_yel;s PK sudah

sepenﬁhnya alasan pemohon PK dan tidak rriengh:raukan sama sekali pen-
dapat dari termohon kasasi (T, anuredjo Kornpas tanggal 23 Nopember 1996).
Sementara itu Guru Besar Sosmlo‘ 1"‘Hukurn UNDIP Prof Dr Satj:pto

‘Rahardjo S.H., mengatakan: .
- "Terdapar banyak kejanggalan dalam putusarz MA yang mengabul—
_kan PK atas kasus Pakpahan, Aejanggalan Iersebut terletak pada

' 's:fat peera artmya perkara sudah dlputus bebas semestmya tidak
.. boleh ada pengajuan PK. Namun dalam perkara Pakpahan terse-
o but MA rzdak “hanya mengabulkan PK bahkan juga menjatubkan
- _,_voms yang lebzh berat Iagz (Sat'ipto, Kompas 25 Nopember
1996)

'-":Dasar{iasar pemmbangan hukum putusan PKyang dinilai banyak
kaiangan pakar hukum mengandung berbaﬂal kejanggalan denfran menﬂabal~
kan ketentuan hukum yang berlaku, dirasakan akan mempunyai ‘dampak
terhadap implikasi serta pertentangan hukumnya. Berikut akan dipaparkan
sedikit pemikiran kami.dalam mengkaji’ putusan PK 'No. 55 PK/Pid/1996
dengan ketua Majelis’ SO@Y)OUO dxbantu anggota majelss Sarwata dan Palti
_Radja Siregar..

' Terhadap pemmbangan pertama yang menyatakan bahwa kapasxtas jaksa
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kzta sama-sama. maklum dan tadakiah perlu dxtanggapl secara
i I

hukumnya Bukan Iagt aturan hukum yang dlterapkan tapz sudah meng

pada bagaimana caranya agar PK jaksa d;terama dan menjatuhkan pidana
bagi. Pakpahan Bukan lam menmptakan aturan hukum tapl sudah merubah
aturan hukum

pihak lain, rnerupakan suatu kekeliman yang besar Majells PK meiupakan
penjel 15an dau pasal. 21 UU tersebut Penjeiasan pasaI tersebut (TLN 2951)
dikatakan bahw; pasal ini. mengatur. tentang PK dalam perkara perdata diaju-
kan oleh‘ pihak-pihak yanﬂ berkepentmgan termasuk di dalamnya juga para
ahli waris dari plhak-plhak yang berperkara, dan_daiam perkara pidana oleh
terhukum atau ahli warisnya. Syarat PK akan dlietapkan dalam hukum acara
Sega!an dengan penjelasan tersebut SOdll‘d_]O SH, menﬂatakan ;
.. "Ketentuan_bahwa yang berhak mengajul»an pennohonan PK da-_ .
- dam perkara pidana adalah terpzdana atau akli warisnya telah di-
... gariskan dalam penjelasan atas pasal demi pasal khususnya pasal -
.21 UU No. 14/1970 yang menyatakan: Permohonan PK diajukan
. __:.:daiam perkara pidana’ oleh terhukum atau ahli warisiya.. Pasal -

264 (1) KUHAP hanya mengulangz apa yang telah dtte.‘ztunaiz"-' '
At nenfelaenn FIET Mn  FAf1OT0 14" fOmadic i 1006, MOy
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putusan pemadanaan sebagaxmana d:maksud dalam pasal 1 butlr 11 dan pasal
193 (1) KUHAP. §uga terhadap putusan yang men;atuhkan tindakan (maat-
regel) mxsalnya yang bersalah diserahkan: kepada pemerintah- (pend:dlkan
paksa dwangopvoedmg) sebagalmana diatur dalam pasal 46 KUHP.'Dan
ita melihat ketentuan pasal 244 KUHAP ditegaskan bahwa terhadap
putusan bebas tldak ada upaya hukum iam termasuk PK.

Mencermati ketentuan pasal 263 (2) KUHAP mengandung al'tl alasan
yang menjadi dasar permintaan PK yaitu keadan baru yang menjada ‘dasar
permintaan PK yaitu keadaan baru yang txdak diketahui ‘wakt sadang
berjaian pf.terkenal dengan sebutan “novum”, Daiam penjelasan umum
atas UU No. 14/1970 ditegaskan bahwa PX dilakukan apablla terdapat fakta-
fakta atau keadaan-keadaan ‘yang pada waktu mengadlh dahulu belum’ d1ke~
tahm Pasal ini Jelas menempatkan novum sebaoal alasan utama dan| pertama
Namun’ apablla kita lihat’ pumsan majehs PK setebal 64 halaman ternyata
Jaksa sebagax pemohon PX tidak mencajukan novum tetapx hanya memuat
alasan-alasan untuk dapat ditenmanya PK." "

Leblh Ianjut terhadap pasal 263 (3) KUHAP majehs PK memlaa pasal

pengutipan terhadap pendapat Andl Hamzah dan mengutlp Reglemen lama
juga Peraturan MANo. 1/ 198 yang terdapat ketentuan bahwa yang harus
menﬂajukan PK adalah Jaksa Agung, terpxdanalahh warisnya. Dalam kasus
Pakpahan, mageiis PK memlai bahwa putusan kasasi telah salah menerapkan
hukum Majehs PK ]H"a menafmrkan bahwa Jaksa tetah berhasﬂ membuk-
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melakukan perbuatan yang..didakwakan_, kepadanya akan tetapi tidak diikuti__ﬁ

pemyataan ‘bahwa “hékzmu méﬂyafékam teréakwa bér'sﬁa'ié'h' m.elakukan p'
atan. yang. dldakwakan Dalam kasus P&kpahan ternyata ma_;ehs k_

saan Negen .Medan sepert 'arn kasus Pakpahan) mengagukar; perm:ntaan‘_
PK Namun hal ini tidak dltemukan ‘dalam KUHAP, Kehadiran KUHAP
yang memuat ketentuan PK, maka berakhirlah sudah masa ber}akurjya'
Peraturan MA No. 1/1980 dalam perkara pidana, tapi hanya berlaku untuk
menampung permintaan PK putusan perkara perdata. Akankah kita mene:
rapkan aturan lama yang sudah tidak berlaku. lagi?. '
"Lebih ianjut majehs PK menafsxrkan ‘bahwa ketentuan pasal 266 3)
KUHAP tidak berlaky terhadap kasus Pakpahan_ ,k_a;ena majelis kasasi tidak
menjatuhkan pemldanaan {sudah menguntungkan terpidana) Penafsiran inj
Jeias tidak berdasarkan aturan_hukum dan menempatkan majehs PK MA
sebagzn lembaga yang duduk d1 kursi, Ieglslanf karena telah mencabut atau
tidak memberlakukan_ pasal KUHAP dalam pumsannya e
G Budlman Tanuredjo, mengatakan - o R
pri Hadmzya pasal 266 (3) KUHAP tentunya terlazt dengan pasal~
..pasal sebe!amnya yang mengarur soal PK. Semangat dan ﬁlosoﬁ__'f'_
lahirnya lembaga PK itu adaloh untuk melmdungz ierpldana -
diilhami munculnya kasus Sengkon-Karta, korban peradilan sesar.”
Jadi filosofi lembaga PK untuk melindungi terpidana, bukanlah hak .
. .yang diberikan jaksa”, (Tanuredjo Kompas 23 Nopember 1996)

Bila kita kaji pasal-pasal KUHAP khususnya yang terkait dengan PK,
pada prinsipnya PK itu tidaklah ‘merupakan terpidan. PK merupakan upaya

[ R T N S AL T R A D L L I e
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yang menyatakan bahwa PK dapat menghasﬂkan puwsan bebas, 1epas dan’_
funtutan hukum _tuntutan jaksa tidak dapat ditenma atau dtterapk&nnya ke~

batalan pumsan kas'
Pakpahan menzmbulkan

SWT tetap be ama dengan or n 6—9r'ang yanﬂ menegakkan kebenaran dan
keadilan Amm ' . =

?enutup: s S o
.. Menelusuri putusan PK MA ‘No 55 Kldel 1996 dalam kasus Dr. Much-
tar Pakpahan S.H.,M.A., terasa_ sekah kekuasaan mendommam Iembaga
peradiian Mahkamah Anu ‘(MA) yang semestmya be.rperan dalam pene-
gakkan hukum dan kead ':'KUHAP yang menjadl panutan hukum dalam
beracara di- pengad:lan lai d:campakkan PK sebagai upaya ‘hukum
terakhir telah d:mampulasz yang Jadi korbannya tldak tanggung»tanggung
seorang Doktor yang begitu peduli’ terhadap masalah ‘kesejahteraan sosial
buruh, Masih mungkinkah dilakukan upaya. {ain dengan memanfaatkan hak
preogratlf presuien untuk membataikan putusan majelis PK ‘tersebut? Kita
tunggu. saja dmamlka hukum dan’ peradﬂan pzdana di Indones1a daiam
perkembangannya memasukx abad 21 C

Referens: e
Abrurrahman. Aneka Mosalah dalam Prakzek Penegakkan Huﬁ.um di Indo-
nesza Bandung Alumm 1988

M.L. Hc. Hulsman stadur oleh Soedjono D sttem Pemddafz Pzdana
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Soedxrjo * Peninjauan’ Kembali Dalam Perkara: Pidana Arti dan-
“ i Jakart Akadem1 Pressmdo 1986

'."_'"GHA“' ' Surabaya "Karya ‘Anda, Tanpa tahun

UHP Jakarta Ghaha Indones;a 1982

'i"‘Kompas Tanggal 20 23 ‘dan 25 Nopember 1996

" | Orang yang sabaw . pasti .meraih ||
kebemhasilarz meskupun memenlakan.




Merisaukan Penegakan
Hukum Lingkungan:

Penegakan hukum bagi masalah ..

lingkungan dinilai masih lemah.
Pemerintah memang sudah menge-

Inarkan Undang-undang Nomor 4 -

Tahun 1982, tetapi peraturan pelak-
sanaannya belum terwujud, Satu hal
yang perlu mendapat perhatian ada-
lah adanya kecenderungan pengu-

bah mdustrmya

Hldup dalam Perspeknf Yuridis
Knmmologzs
siasi Kriminologi Indonesia (AKIL)

bekerjasama dengan Pusat Pelaydn-.

an Keadilan dan Pengabdian Hukum

Unwersxtas Indonesia (PPKPH-UI)

dan Kejaksaan Agung RIdiKampus . 1
16 Oktober 1996 (Kompas t

17/ 10/1996).

pilkan Dr. Harkristuti Harkirsnowo,
SH.MA (staf pengajar Fakultas Hu-
kum UI), Mas Achmad Santosa,
SH.LLM (ICEL), Prof. Dr. LE.

saha untuk menghindari pembiyaan

Demlkian antara lain‘amasalah
yang mengemuka ‘dalam-"Seminar- -
Nasional Perlindungan ngkungan_,_ .
* perkirakan sampai “akhir PJP I jum-

yang' “diadakan Aso-" 1ah-limbah ‘cair akan menjadl dua

A ra yang dibuka Jaksa Agung_,__:..n_._&
Singgih SH itu antara lain menam-

Hukum dan;.ﬁembaﬂg#m '

- Hukum UNAIR), Tanaka Toshihiko
- ..:(Asia Crime Prevention. Foundati-

on), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoe-

- mantri, SH-(guru besar FH-UGM),

dan Drs. Kemal Darmawan, Msi _

. {staf pengajar FISIP UD).-

Jaksa Agung Singgih mengatakan

i+ dalam sambutannya bahwa tindakan

pencemaran yang diakibatkan lim-

-+ bah industri hampir: semua bersum-

ber pada belum berfungsinya insta-

lisasitpengelohan air limbah secara

efektif.

Menurut Singgih, kenyataan juga
sering menunjukkan adanya tendensi
pihak pengusaha yang kurang ber-
sungguh-sungguh dan sepenuh hati
untuk membiayai pengolahan limbah
secara tuntas, maupun untuk me-

_nangeulangi akibat-akibat dari pen-
"“cemardn atau kerusakan lmgkungan

yang terjadic - ¢
~Mas- Achmad Santosa mengutlp
laporan Bank Duma mengatakan di-

kali lipat dari tahun 1990. Kegiatan

.. industri yang juga berpotensi meng-

hasilkan limbah B-3, produksinya

«* ‘meningkat -dari kurang lebih 2000

ton pada tahun 1990 menjadl 1 juta
ton pada tahun 2010.
“Masalah ‘penting lain yang perlu
d:ant:snpasx oleh Indonesia adalah
penetapan Kawasan Asia Pasifik
sebagai kawasan perdagangan be-
bas. Kebijakan tersebut bukan mus-
tahil akan mengenyampingkan masa-
lah lingkungan, Persyaratan ling-



lém yang m'engakxﬁﬁatkan 1emahnya
penegakan Jhukum hngkuno'an ka—

1365 KUH Perdata Pemakaxan pa-
sal 1365 KUH Perdata karena be-
lum adanya peraturan pelaksana-

annya. Seharusnya penyelesaian
masalah. lingkungan memakai UU
No. 4/1982. Faktor lainnya, peru-
musan . kejahatan, lingkungan di
Indonésia masih di bawah ke_;ahatan
tradaslonai dengan sankm yang rela-
t:f rmgan P

83

Naik Upaya Banding

4.132 perkara maka pada tahun
anggaran, 1996/1997, yang dihitung
hingga akhir Novernber 1996 terca-
tat sebanyak 14.139 perkara. Se-
dang jumlah pemohon kasasi terca-
tat sebanyak 17.217, yang mening-
kat tiga kali hpat darl tahun
garan sebeiumnya yang hanya 5
perkara,

Advokat semor Assegaf yan
wawancarm Harian Komipas (&
pas, 30/12/ 1996) mengatakan
satu penyebab memngkatnya ka
adalah karena rasa keadilan t
d:dapat oleh terdakwa dan Jaksa
lam menerima dan melihat pu
di tingkat pertama. Faktor lain ada-
lah semakin menurunnya professo«
nailsme hak:m dikaitkan dengan
tusan yang dlbaatnya sehmgga b
nyaknya upaya bandmg dan kas

: *** it
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' Pechatikan Temuan PWI

s_; I DPR menghargai hasd'
muan Persatuan Wartawan Indone-
_'j (PWI) dalam kasus kematlan
wartawan Harian Bernas Fuad Mu-
hammad . Syarifuddin, alias “Udin.
{omisi 1 _selanjutnya. akan menye-
rahkan hasﬂ temuan . tim pencari

‘Kapolri memperhatlﬂ
can itu sebagax bahan pe-
ny:d:kan untuk mengungkap kasus
tersebut R

Demlklan salah satu kesmpulan
dari Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) Komisi I DPR dengan PWI
Pusat di Gedtmg DPR Senayan Ja-
karta, 4 Desember 1996. Rapat
yang dipimpin oleh Wakil Ketua
Komisi I Hari Soegiman itu dihadiri
oleh Ketua Umum PWI Pusat Sof-
yan Lubis, Sekjen PWI Pusat Parni
Hadi, dan fungsionaris PWI Pusat
lainnya.

Dari temuan tim PWI, Sofyan

ot aat o cmm e b brmtvn ety T Il iy o malrmas

fakta (TPF) PWI kepada Kapolri,

Hukum dan Pembangunan

W EEREEEEDR

an dengan profesmya sebagai ‘warn_
tawan, dan bukan karena persoalan
wanita atau utang. Kematian warta-
wan harian di Yogyakarta i se u-‘_
bungan dengan berita yang ditulis-
nya, yaitu, antara lain penyun: an
dana IDT di Kabupaten Banul, da-
na Rp 2 ran:ar di balik kepemilihan
Bupan Bantul dan mega proyek Pa~
rang Tritis.

Parni Hach mehhat penstlwa
yang, memmpa Udin menjadi baro-
meter bagi dunia luar dalam meixhat
demokrasx dl Indones:a o

D e
'_ngin:gé:éh 36 Tahun UUPA .

Harx _Ulang Tahun ke-36 Un—
dangaundang telah dlperlngati di
berbagai pelosok tanah air. Pe-
ringatan dilakukan baik di lmg:
kungan BPN, LSM maupun pergu-
ruan tinggi. Fakultas Hukum Uni-
versitas Syiah Kuala turut mem-
peringati HUT UUPA ke-36, de-

PR [ [N 4 RN N Y R p— |



Meﬁizi’syarakatkaﬁ Undang-Undang
Hak Tanggungan Kampus Fakultas

danmUndanG Hak Tanggungan se-
hingga dlharapkan :akan ada kesa-
tuan persepsi dari semua plhak yang

terkait tentang keber]akuan undang—.

undang ini. Melalui seminar ini di-
harapkan pula dapat menemukan cer
lah-celah :hukum . dan pemecahan
masalah yang mungkin timbul .de-
ngan berlakunya Undang-undang
Hak: Tanggungan. . -

.. Pembicara kunm dalam semmar.

x_r__x_s a_da}__ah Kepala BPN/Menteri Ne-

gara-Pertanahan Ir,- Soni Harsono..

Sedangkan pemakalah Iamnya ada-
lah:-.

L. _Dr Maria S W Sumardjono

~iSH.MCL.MPA (Latar Belakang
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Lahxrnya dan Pemahaman terha-

4, Wakxl Bank Ind__nesxa (Pe -
manan Kredit Perbankan® 'yang:
Dijamin dengan Hak Tanggu-
ngan dan .P:ermasalahannya)
Keglatan seminar ini dukutl oleh

kalangan - pengusaha; . perbankan/,

lembaga .- ‘pembiyaan. . non-bank;,

BPN, pengadilan, BPULN, advokat,

konsultan hukum, Notaris/PPAT,

dosen PTN/PTS, -staf Pemda D.___I__

Aceh, serta peminat lainnya. -

. EEx

@rasag vasag sempuma ialah Wang yang' _'
Qsehumi&m»ka%umkamw bisa dihitung
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Program Pencangkokan Dosén
dl I‘akultas Hukum Ui

UL Proyek ELIPS kembah menoaa

dakan Program’ Pencangkokan Do-
sen Muda ke-3 yang" dlselenogara—
kandi Fakultas Hukum Universitas
Indonesid'pada pert_engahan Sepfem-
ber-Desember ‘1996, Dari program
pencangkokan ini diharapkan akan
dihasilkan pengajar-pengajar yang
berkualitas di bidang hukum ekono-
mi lanjutan dan materi-materi peng-
ajaran yang sesuai dengan perku-
liahan.

Matakuliah“dan“dosen pembim-

bmg pada program tahun iniadalah: .
Hukum. Orgamsa51 Pemsahaan.._ o]
_ "_'pencetahuan

(Felix O. Soebagjo, SH.LLM);
*  Arbitrase/Perwasitan (Ny. Hafni
Syahruddin, SH.MH);
* Hukum Pengangkutan Laut (Ny.

Dewi Candra Motik, SH);
# Ldolim Acuiranc: (= %Y Widuaco

Hukum dan Pembangunan

%::Konvensi-konvensi Hukum '‘Per--
“idata Internaswnal (Ny Zuifa_
- Bastiki,"SH. MH),
*“Penyusunan Kontrak Dagang .
"*--(Amf Suromd;o;o SH LLM)_ :

-Latar belakang penye!enggaraan :
program pencangkokan dosen muda. :
tersebut * adalah - ‘bahwa™ Proyek _
BLIPS ‘mélalui komponen Pendidik-
an Hukum berupaya mengembanc-
kan pendidikan hukum ekonomi‘in-
donesia dengan cara: memperkokokh
staf’ pengajar’ fakultas -hukum di
Indonssia, sehingga dapat mendxdnk
dengan ‘lebih baik calon-calon sar-
jana'hukum yang diharapkan lebzh
memahama hukum ekonomi. Salah
safu program komponsn pendxdxkan
hukum adalah mengadakan pélatihan
bagi “staf ‘pengajar “yunior dalam
bidang-bidang yangdlpnontaskan di
bawah bimbmgan staf pengajar’ se-
nior: Program ‘ini térutama sangat
penting artinya bagi dosen-dosen
muda daridaerah. Mereka dapat be—
lajar dari dosen-dosen senior di fa-
kultas hukum negeri pembina. Me-
reka tidak hanya belajar magang da-
lam bidang ilmu pengetahuan tetapi

~“juga meneladani sifat-sifat yang baik
-dari-dosen senior, misalnya dalam

hal semangat _pengembangan Almu

Program pencangkokan dosen ini
juga dapat dimanfaatkan oleh dosen-
dosen muda untuk membaca litera-

tur-literatur hukum dari perpusta-
Fanm vang harada Al linakbunansn f-



Fakuims-:Hukum

akhzmya manfaat _Program;; pen-
canﬁkokan ini tadak hanya dirasakan
oleh eserta proaram tetapl juga
bermanfaat bagi, peneembangan Dro-
ses . belajar-mengajar di fakultas
hukum asal peserta:

Pelatihan yang dinamakan Prog-
ram. Peﬁempatan Pengajar ‘Muda

(Pencanﬂkokan) “Ini " dimulaipada
i i pengajar dan n}:ah

senior dari FH-UL
Pada tahun 1995 Program Pen-
cangkokan Dosen Muda ke-2 kem-

bali didakan di EH-UL dan Fakuoltas:
Hukum - Universitas. Padjadajaran;:
dergan sembilan matakulizh. Pela- §

tihan di FH- UI ménawarkan 7 mata
kuliah, denﬁan 19 orang peserta
dari 19 fakultas - __hukum megeri di
luar fakuitas hukum negeri pem-

L= 2

katan Undang-undang Nomor 4 Ta-
hun 1966 tentang Hak Tanggungan
atac Tanah beserta Rends-henda
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yang Berkaitan dengan Tanah : (UU
Hak: Tanggungan) beberapa waktu
di-Banjarmasin.-Seminar ‘ini terse-
lenggara atas kerjasama antara F
kultas. Hukum, - UNLAM . denwan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kall_m_a_n_ta_n

'Selatan

~'Seminar ini  diikuti oleh - staf

makalah yatfu
i Memahaml Undanﬁ-undanﬁ H'ak

itannya dengan

Penyaji:  “H: 'Abdﬁf'réh@an,
SH.MH (FH-UNLAM).

*1 3. Beberapa Catatan miengenai La-
- tar Belakang, Pokok-pokok Kebi-

“jaksanaan dan Pelaksanaan Un-
dang-undang Hak- Ta'n'ggurfﬂan
} Tahun 1996).

joko Walijatun, Msc
(BPN Pusat)

Pembanding: Djoni S. Gozali,
SH Mhivm (FLT TIRT A RAY
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4 Masa!ah yang Dihadapl Bérkenas  (Hakim: Agung pada Mahkamah o
an dengan Eksekusi Hak Tang: Agung) : - '

an d 'am':'PenyeI_e_saxan Per- Pembandmg Riduan Syahran

e SH PHUNLAM-

=s=_s=_=_, e

Kamangan-kerangan hukurm
Yurisprudensi' don Komentan -
- Timbangan Buku

Fakultas Hukam Dalam Bﬁn:ta :
Keonik

a Pa_nlementan_:a

‘i Benita Kepustakadn

KUM TERKEMUKA

: ;.___HUBUNGILAH TOKO TERDEKAT .

A ATAU LANGSUNG TATA USAHA: FE

+} «dl.-Cirebon No..5, Jakarta Pusat, Telp (021) 335432,
.._-Fax {021):3157334.. S
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“BERJUANG MENGGA
j'KEADILAN

Hampan :199 akai

s SUUTNY& MENGGAWM KEAD&MN

Oéeh :Satya 'Arsnanto

B _u ini merupakan hasﬂ dan suatu upaya untuk menganahszs seb :
kasus yéng beberapa wakfu yang 1aIu menjadl pusat perhanan masyarakat
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah munculnya pengakuan Asun_ :_-
Saing dalam perkara pembunuhan Simulan, bahwa yang membunuh Pamor'
bukanlah Lingah dan_kawan-kawan, melainkan . dirmya Pengakuan ini,
menoejutkan duma hukum Indonesna karena Lmoah dan kawan-kawan telah:

_ __tersebut kemud1an mengadi bahan bagx tam penasehat_{
hukum ngah dan kawan-kawan untuk mengajukan permohonan Pemn_]a an’
Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) Namun temyata Majehsk
Hakxm PK yang terdxrx darl M _Djaelani, Raja Palti Siregar, dan R. .
Mohamad Iman dalam’ putusannya tertanggal 13 Desember . 1994 meno_}ak'__
permohonan Lingah dan kawan-kawan tersebut dengan alasan yang bernadaj
fo:mai _pengakuan Asun beiumlah cukup _ n

" MA menyatakan berlakunya asas praduga tak bersalah terhadap penga—i
knan ‘Asun, walaupun Asun sendiri sudah secara terus terang mengakm
parbuatannya membunih, Pamor dalam perszdangan PK Di samping iy,
Asun tnea memberikan peneakiian secara terbuka kenada anosoia Komis:
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pengaknan tersebut disaksikan oleh banyak wartawan dan dllansn' secara

ngenai adanya keadilan yang sen_]ang memang me-.
ah-menjadi bahan diskursus berbagai kalangan - dari
dari jaman ke jaman. Hal ini misalnya tergambar
ahkan Plato dalam salah satu karya klasiknya, The
kan di sana bahwa perdebatan mengenai makna keadilan
‘sebagai permasalahan ternyata tidak menghasilkan ke-
sxmpulan mengenai apakah makna "keadilan" yang sebenarnya.

Hingga saat: inii dalam perkulishan di gedung-gedung fakultas hukum
sebenarnya para dosen dan mahasiswa pada esensinya tetap memperdebatkan
makna "keadilan" tersebut. Berbagai buku teks, diktat, catatan kuliah dan
sebagainya yang diwajibkan untuk dibaca olek para mahasiswa sebenarnya
berakar pada satu permasalahan keadlian Namun demzksan ekmstenm kea—

Keadilan yang klan penutup matanya telah dibasahi o!eh air mata sang Dew1,_z
karena melihat neraca yang ada di hadapannya telah miring, ‘Hal ini menun-
jukk' _bahwa sang Dew1 sangat bersedlh mehhat terjadmya kesenjangan:_
daiam keadilan, '

Dmnjau dan sega 1smya, buku yang dxtuhs dengan bahasa Jumahstlk se~
cara desknphﬁyund:s ini telah berhasil memberikan gambaran yang lengkap,
tethadap kasus ngah-Pacah Kelengkapan penggambaran ini antara lain da-
pat dinilai dari cara pemaparan kasus secara kronologis yang menjadn bagxan'
lampiran buku ini. Di samping itu, para pembaca juga bisa ikut menilai be-
tapa tidak adi!nya para hakim dalam memutus perkara ini. Hal ini dapat di-
lihat dalam bagian lampxran dimana dimuat beberapa putusan hakim sebagai
berikut; Putusan ngah~Pacah dari PN Kezapang, Putusan PN Ketapang da-

l___-i___ o R T T T N T W N T T . L T .
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~“Bagi'negara yang bersistem hukuni civil Jawiseperti Tridonesia, pemb
hasan perkembangan hukum berdasarkan kasus_wkasus yang teiah d}pums

yundxs—emp;rls Dengan demikian hasil anahsm yang muncul tidak akan ie-
rasa kering. Apalagi jika dipaparkan dengan gaya bahasa jurnalistik s_eba—
gaimana dilakukan oleh penulis buku ini, gambaran peristiwa yang disajikan
akan terasa lebih hidup dan lebih menggugah perasaan. Hal ini misalnya
tampak .dalam dialog-dialog antara terdakwa dengan hakim.yang dakutzp’i
secara lengkap di dalam buku ini.

+ . Kegagalan Lingah-Pacah nntuk menggapai keadilanyang d:dambakan me-
mmbulkan pertanyaan apakah pengadilan sebenarnyahanya bertujuan semata-
mata untuk menghindari terulangnya kasus' Sengkon-Karta? Kasus "salzh hu-
kum” yang pernah menjadi bahan perdebatan kalangan hukum Indonesia ter-
sebut memang ikut mencuat kembali setelah Asun mengakui perbuatannya
membunuh Pamor.

Ketika kesan itu tampak semakin kuat, dan didorong oleh perasaan kéa-’
dilan di masyarakat sendiri yang diistilahkan penulis buku ini sebagai
"keadilan materiil”, memang kemudian tampak bahwa dunia ‘pengadilan’
kemudian berusaha untuk menunjukan bahwa Lingah-Pacah memang benar:
benar bersalah, dan tidak ierjadi "salah -hekum" dalam :putusan hakim
sebelumnya..Dan putisan para-hakim agung yang menolak permohonan PK
Lingah-tersebut menunjukan adanya “kesewenang-wenangan hukum” terha-
dap Lingah dan kawan-kawan. Dengan keluarnya putusan tersebut, dan
seiring dengan berlalunya waktu, masyarakat pun Iama kelamaan akan
melupakan kasus yang berbau "salah hukum” ini. S R

Namun esensi permasalahan yang terjadi tetaplah sama, yakm 1mple—
mentasi keadilan. Dan tampaknya keadilan yang didambakanoleh seiiap‘
orang memang sulit untuk digapai. Sesulit angah-Pacah yang menermui-
kegagalan dalam perjuangan mereka menggapai keadilan: ;
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Artikel : o
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Kadidal, Shayana
Artikel . ' e
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Kadidal.-- USA: The American Journal of Comparative Law Volume

TXLIV-1996 No. 2:353.
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Pomolongo, Nawawi

Artike] o
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Gordley, James
Artikel
Protecting possession/by James Gordley. = USA: The Amerman
Journal of Comparanve Law Volume XLIV~1996 No. 2:293. :
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Artikel -

Choice of Law in the American Courts in 1995: A Year in
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Watson, Alan
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Mintaroem, H. Haryono
Artikel ' <
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-::Pidanalo]eh H. :.Haryono ‘Mintargem. - ‘Jakarta: : Tkatan Haklm -
un: H-1996 No. 135: 136.
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HUKUM TATA NEGARA

Koesnoe, H. Moh.
Artikel -
Dasar-Dasar Ketidakpastian Hukum Tata Hukum Kita Dewasa Ini
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Artikel

Masalah dalam Pelaksanaan Hukum Tata Usaha Negara dan
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ikatan Hakim Indonesia, 1996 Vana Peradllan Tahun XII-1996 Na.
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Ja’far ‘M. Gapuri
Artikel
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Mulai menjadi asisten dosen Hukum Pidana dan Kriminologi pada almama-
ternya pada tahun 1992, dan sekarang menjadi staf pengajar- tetap. pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mengikuti berbagai pendidikan
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A law whzch is not Just does rwr seem to be alaw. _
Hukum yang, tzdak r.rdzl buLcmlah hukum, :
3 (Scmta Agustmus)

I-: The people is that part of state does not know what it want.

Rakyat adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang
diinginkannya. .
B : (G.W.F. Hegel} |




